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PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Oleh
Hiro Tugiman

1. Tata Kelola Perusahaan ( Corporate Governance )

Dalam dunia bisnis, manajemen dan kegiatan perusahaan semakin banyak
dipisahkan dari kepemilikan. Pemisahan ini dapat menimbulkan kurangnya
transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang

tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada.

Perusahaan-perusahaan semakin banyak bergantung dari modal ekstern untuk
pembiayaan kegiatan-kegiatan, investasi dan pertumbuhan. Demi kepentingan
mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana
ekstern bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin,
dan memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan
perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan
(corporate governance ). Sistem corporate governance vang sehat harus membert
perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga
mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan
wajar. Sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang
kondusif dan berkesinambungan. Dengan demikian, corporate governance dapat

diartikan sebagai :

“Perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang
saham , pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegang kepentingan intemn dan ekstern lainnya sehubungan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan ( Forum for Corporate
Governance in Indonesia *CGI).
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Pengertian corporate governance oleh The Cadbury Committee /UK (Dec.
1992) yaitu “Corporate Governance is the sistem by which companies are

directed and controlled”

Pemerintah memegang peranan penting yang mendukung dengan
menerbitkan dan memberlakukan pengaturan yang memadai misalnya tentang
pendaftaran perusahaan, pengungkapan data keuangan perusahaan serta peraturan-
peraturan tentang tanggungjawab komisaris dan direksi. Namun manajemen
perusashaan memegang tanggungjawab utama untuk melaksanakan sistem
corporate governance yang baik di dalam perusahaan. Perusahaan-peruszhaan
harus mengantisipasi pemberlakuan yang lebih tegas dari peraturan perundang-
undangan yang ada, adanya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang
baru, serta pengawasan masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan
perusahaan-perusahaan tersebut.

Berikut disampaikan proses dan prinsip dasar dari corporate governance (1A

Conference N.Y, June 11-14, 2000).

fa) Corporate Governance Process

Market Place
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(b) Prinsip dasar Corporate Governance

L)
2

3)

9)
5)
6)
7)
8)
9

Appropriate Disclosures

Codes of Conduct (for company directors)

Development of internal structures which provide independent review of
processes and decision making

Separation of roles of Chair and CEO

Non-executive Directors

Audit Commitiees

Internal Auditors

Independent External Auditors

Standards of Financial Reporting

10} Code of Ethics
11) Conflict of Interest and Disclosure
12) Risk Management

(c) Corporate Governance — The Public Sector

L
2
3)
¥
R

Financial Reporting (Financial Administration & Audit Act 1977)
Internal Audit (Financial Management Standards /FMS 1997)
Audit Commitiee (IFMS 1997)

Risk Management (FMS 1997)

Code of L'thics (Public Sector Ethics Act 1994)

Corporate Governance — The Public Sector : Part 5 of FMS :

1} Responsibilities of Accountable Officer
2) Internal Control Structure

3)  Systems Appraisals

4} Internal Audit

3)  Risk Management

6}  Audit Committee

7)  Delegations

2. Apakah yang sedang terjadi di Dunia ?

Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-

krisis ekonomi di berbagai negara, telah memusatkan perhatian kepada pentingnya

corporate  governance. Kebijakan lembaga-lembaga keuangan besar dalam

pendanaan perusahaan-perusahaan melalui pinjaman atau modal perusahaan,

mulat memasukkan syarat-syarat tentang corporate governance pada perusahaan-

perusahaan tersebut.



Semua ini berarti bahwa negara dan perusahaan-perusahaan yang memiliki
corporate governance yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap
dana internasional dibandingkan mereka yang tidak mempunyai corporate

governance yang baik.

Dengan menyadari pentingnya corporate governance, maka pemerintah dan
asosiasi-asosiasi bisnis di sejumlah negara, baik negara industri maupun negara
berkembang, telah mulai mengembangkan dan memperbaiki sistim nasionalnya

dalam hal corporate governance.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Korea
Selatan, Thailand, Malaysia dan India telah menyusun laporan nasional dan mulai
melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli, pada level

pemerintahan dan perusahaan.

Di negara-negara Asia, pembangunan corporate governance merupakan
bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk

menghadapt krisis ckononii.

Langkah-langkah negara maju dalam menwyu corporate governance (1A

Conference N.Y June 11-14, 2000) antara lain :

(a) USA
1) Treadway Commission {1985)

(a) Penekanan pada :
(1). Control environment
(2). Codes of cunduct
(3). Competent and involved audit commiitee
(4). Active and objective internal audit function
thi Muanagement Reporting on internal control effectiveness



2) COSO

a) Internal control-integrated framework ( 1993 )

b) COSQ definition of control : “a process, effected by an entity’s
board of directors, management, and other personnel, designed to
provide reasonable assurance regarding the achievement of
objectives...”

¢) Element of internal control : control environment, risk assessment,
control activites, information and communication and monitoring,

(b) Canada
COCQ (Criteria of Control Board)
1) Guidance Control (1995)
2) COCO definiton of Control :
“Those elements of an organisation (including its resources, systems,
processes, culture, structure and tasks) that taken together, support
people in the achievement of the organisations objectives... "
3) Penekanan pada :
a)  Relwabiluy of non-financial reporting
b)  Compliance with internal policies
¢y Objective setting risk management
{¢) United Kingdom
1y The Cadbury Committee ( May 1991 )
“The Financial Aspects of Corporate Governance " { December 1992 )
“ Convinced that an effective internal control system is an essensial
puart of the cfficient management of a company. Directors should report

on the effectiveness of their system of internal control, and the auditors
should report on their statement”.

{~J
~—r

Code of Best Practice

a)  Cornerstone

b Directed to the boards of all listed companies

¢} Based on principles of openness, integrity and accountabililty of
companies



Struktur umum suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia adalah :

RUPS

Dewan Komisaris

Dewan Direksi

Menurut peraturan yang berlaku suatu perusahaan yang terdaftar di bursa
saham diharuskan untuk mengangkat seorang corporate secretary, dimana
corporate secretary tersebut bertugas sebagai penghubung investor (investor
relation officer). Di samping itu, juga sedang diusulkan di mana corporate
secretary juga bertindak sebagai petugas ketaatan (compliance officer) dan
Pemegang Saham serta Daftar Khusus perusahaan, termasuk pula Risalah rapat
setiap RUPS. Salah seorang anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai corporate

Secretary.

Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company memberi indikasi
bahwa para manajer dana di Asia akan membayar 26 — 30% lebth untuk saham-
saham perusahaan dengan corporate governance yang baik ketimbang untuk

saham-saham perusahaan dengan corporate governance-nya yang meragukan.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaikt corporate governance
sedang dimulai. Jadwal terinci untuk perbaikan-perbaikan merupakan bagian
penting dari Nota Kesepakatan (Letrer of Intent) yang ditandatangan: oleh
Indonesia dan IMF, dan kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung

pada perbatkan di bidang corporate governance.

Komite Nasional mengenal Kebijakan corporate governance (KNKCG)

sedang menganjurkan, memprakarsali dan memantau perbatkan di  bidang
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corporate governance di Indonesia. Komite tersebut telah mengindikasikan
sepuluh bidang kunci yang memerlukan pembaharuan-pembaharuan, dan telah
menyusun suatu Kode Acuan untuk corporate governance (Code for Good
Corporate Governance) yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam

melaksanakan corporate governance.

“Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI)” merupakan forum
terbuka dari asosiasi-asosiasi bisnis yang mempunyai tujuan untuk
mempromosikan penerapan standar yang sebaik mungkin di bidang corporate
governance di Indonesia. Saat ini asosiasi-asosiasi anggota FCGI 1alah Asosiasi
Emiten Indonesia (AEI), lkatan Angkutan Indonesia-Kompartemen Akuntan
Manajemen (IAI-KAM), Indonesia Financial Executives Assosiation (IFEA),
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
(APED), Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Chapter , Indonesian
Netherkands Association (INA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA),
Forum Komunikast Satuan Pengawasan Intern BUMN/D (FKSPI/BUMN/D) dan
Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII).

Alamat (FCGT), Citra graha, 7 Floor, Suite 703,
Jalan Jend. Gatot Subroto 35-36, Jakarta 12950, Indonesia
Phone : 021-5200702 Fax : 021 5200969,

FCGI bersifat eksklusif dan asosiasi-asosiasi bisnis bebas untuk bergabung
dengan FCGI. Beberapa aktifitas FCGI diantaranya menyediakan informasi

tentang corporate governance di dunia dan di Indonesia dalam berbagai bentuk.

Dalam laporannya tangggal 8 Desember 2000 FCGI sedang membahas secara

mendalam antara lain :

Prinsip-prinsip Corporaie Governance.

Company Law (U U PT. 1595)

Komisaris Independen

Dewan Komisaris dan Audit Komite (termasuk Audit Commitee Charter).

.x:.b.)'l\)_»—d
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Diperlukannya corporate governance ini dilandasi oleh banyaknya isu kolusi,
korupsi, nepotisme dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.Ada empat prinsip

corporate governance, yaitu .

1. F'airness, yaitu adanya perlindungan yangh mencukupi terhadap kepentingan
pemegang saham minoritas dari tindakan orang dalam perusahaan yang
berbentuk penipuan, kecurangan, ataupun penyalahgunaan wewenang,

2. Transparancy, yaitu pengungkapan informasi kinerja perusahaan yang
dilakukan tepat waktu dan dengan akurasi tinggi.

3. Accountability, yaitu terdapatnya suatu sistem pengawasan vang efektif dan
seimbang diantara berbagai pihak yang berkepentingan seperti Dewan
Komisaris, Dewan Direksi, Pemegang Saham, dan Auditor.

4. Responsibility, yaitu pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari
masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pemegang saham dan masyarakat

(stakeholders).

Pelaksanaan corporate governance ini akan menyangkut berbagai pihak antara
lain : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi,

Sekretaris Perusahaan, Internal Auditor, dan External Auditor.

3 Ketidakberesan dalam Mengelola Organisasi

Manusia merupakan pilar utama dalam membawa organisasi iebih baik atau
sebaliknya. Setiap organisasi diperlukan pengendalian internal yang baik agar
tujuan organisasi tercapat dengan optimal. Keinginan manusia untuk berbuat tidak

baik dalam organisasi antara lain berakibat terjadinya fraud atau kecurangan.

Beberapa hasil penelitian terhadap kecurangan ini antara Jain

{a) The National Assosiation of Certified Fraud Examiners (David Mc Name,
1994) . = That at one time : 40% of the people will never steal, 30% will steal

17 given the proper motive and 30% will steal ar any time.”
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(b) The UK’s Auditing Practices Boards (APB) mengemukakan bahwa dari 23

kasus yang diteliti, 14 diantarnya mengkibatkan kerugian financial, dan dari

- 14 kasus tersebut semua manajemen senior terlibat, dan laporan selengkapnya

{c).

adalah sebagai berikut :

Of The 23 Fraud cases the APB reviewed, 14 affected the company
accounts financially. In all 14 cases, senior management played a role.
The study indicated that the most of the major “fraud” cases do not
involve direct financial gain for the perpetrators or direct financial loss
to the company. (Jurnal IIA, Pebruari 1999).

Penelitian dari UK’S Auditing Practices Boards, termyata dari 23 kasus

kecurangan 14 kasus berakibat terhadap kondisi financial perusahaan, dimana

manajer senior terlibat.

COSO “ Fraud Study Released in 1999” (IIA Conference, NY, June 11-14,
2000)

Iy

2)

3

Findings :

Nature of Control Environment

Top Senior Executives Involved

% of Fraud Cases
CEQ : 72%
CFO " 43%
Oikers Involved
Board of director 3 11%
QOutsiders (e.g. customers) 5 38%

Weak Audit Commirtee Covernance

a)  25% withour Audit Commitiee

b) Only 33% of Committee Members had * Accounting or Finance
Fixperience”

¢j  Over 30% of Audit Committees only Held One Meeting During Year

d) One-third of Audit Committee Comprised of either Management or ™
Gray’™ Directors
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4) Weak Board of Director Governance

a) 60% of Board = Management or gray Directors QOutside Directors
Not Experinced as Director '

b) 38% Disclosed Family Relationships among Directors and Officers.

¢) 45% Founder or Original CEQ still in Power :

J) Additional Observations :

a)  Audit Committee Effectiveness
b) Registrant Considerations
¢) Quality of Auditing
(1) Internal
(2) Lxternal
Di Indonesia penulis yakin tidak lebih baik dari negara manapun soal
kecurangan. Bahkan Indonesia mendapatkan ranking vang paling tinggi dalam

bidang kecurangan atau korupsi.

4. Pentingnya Pengendalian Internal bagi Manajemen dan Auditor
COSO (Mei 1994), memberikan pengertian internal control sebagai berikut

Internal Conirol is broadly defined as « process, effected by an entity’s
board of directors, management, and other personnel, designed to
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in
the following categories : effectiveness and efficiency of operations,
reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws
and regulations (Committee of Sponsoring Organizations of the
Ttreatway Commisions. “ Internal Control-Integrated Framework,”
September 1992. p.9 dan Fiorelly and Rooney 1997).

Menurut COSO study, pengendalian internal adalah suatu proses dari aktivitas
operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen
seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengendalian internal
meliputi : (1) berbagai kegiatan (¢ process), (2) dipengaruhi oleh manusia (is
affecred by peoplej; (3) diharapkan dapat mencapal tujuan (objectives). Inti
COSO’s report terdin dart hma komponen (Batle, 1996 dan Arens, 2000) yaitu :
(1) The Control environment, (2) Risk assesment, (3) Control activities, (4)

Information and communication;, and (5) Monitoring.
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(a) Pentingnya Pengendalian Internal

Beberapa pernyataan yang ‘pada umumnya merupakan standar berikut

menggambarkan betapa pentingnya pengendalian internal bagi suatu

organisasi.

D

2)

3)

4)

5)

Cashin, “Hundbook for Auditors” (1988, p 3 - 11)
Evaluation of Internal Control.

There is to be a proper study and evaluation of the existing internal
control as a basis for reliance there on and for the determination of
the resultant extent of the tests to which auditing procedures are o
be restricted (SAS No. 1 — AICPA 1949).

United States General Accounting Office (USGAO, June 1994 p. 38)

Internal Controls.

Auditors should obtain a sufficient understanding of internal
controls to plan, the audit and determine the nature, timing, and
extent of tests to be performed.

Standard profesional Akuntan Publik (SPAP, Agustus 1994 him. 150.2)
Standar Pekerjaan Lapangan nomor 2 :
Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal

harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,
saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

Standard Audit Pemerintah (SAP, BEPEKA, 1995 hlm 31) :

Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal
harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,
waktu, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

The Institute of Directors in Southerm Africa © * The Code of Corporate
Practices & Conduct © {Barlow, 1995 p. 412)

9.3, The Directors should report on the following malters in their
annual report .



6)

7

8)

9
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9.5.3. The maintenance of adequate accounting records and an
effective system of internal control.

The Institute of Chartered Accountants in England & Wales : “ Internal
Control Guidance for Directors on the combined Code *, September
1999 p.6:

16. The Board of directors is responsible for the company's sistem
of internal control.

18. It is the role of management to implement board policies on
risk and control.

Moeller & Witt, : Brink’s Modern Internal Auditing “5™ edition 1999 p
2-1:

Internal control is the most important and fundamental concept
that an internal auditor must understand.

Arens, © Auditing” (ed. 8, 2000 p.30)
Standards of Field Work :

(2). A sufficient understanding of internal control is to be obtained
to plan the audit and to determine the nature, timing, and
extent of tests to be performed.

Prof Chambers — YPIA ( Londen 29/9/2000,CRSA p.1 ) :

In the UK, parallel guidance to directors of listed companies also
identifies monitoring and corrective action as ane of the criteria of
internal control.

Management is responsible for internal control, it follows that
managemeni is also responsible for the monitoring component of
internal control. Munagement can exercise this responsibility
directly themselves or they can delegate aspects of it to others who
report Lo them, or a combination of both. It has been said that :

“Internal audit does what management would do,
if management had time and knew how”

Many businesses have delegated to internal audit the responsibility
of reviewing on management’s behalf their systems of internal
contral. Setting up a specialist fuction (internal audit) to do this is
more likely to ensure that it is not neglected as day to duy work
pressures are likely (o defleci line management from standing back
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and reviewing (or monitoring) their systems of internal conirol.
Icurthermore, a speclalist internal audit function is in position to
develop and maintain specialilst skills at high level in the arts of
conducting effective, objective reviews of internal control.

b. Hasil penelitian penulis di 102 BUMN/D telah membuktikan secara
kuantitatif pengaruh pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja
organisasi, seperti nampak di bawah ini :

Pengaruh Pengendalian Internal (Y) terhadap Kinerja Perusahaan (Z)
menunjukkan angka yang paling besar bila dibandingkan dengan
pengaruth Manajer Puncak (X), Auditor Internal (X2), Manajer Produkst
(X3), dan Manajer Keuangan (X,) seperti nampak sebagai berikut :

X4 1,99%
©
X, l72:52%
X3 Z
Xy
18,96%
Y

Ruang lingkup pekerjaan auditor internal seperti yang dikemukakan The

Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai berikut :
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“The scope of internal auditing should encompass the examination and

evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizationd's system

of internal control and the quality of performance in carrying out assigned

responsibilities” (114, 1995 : 29) :

Ruang lingkup pekerjaan auditor internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi
terhadap kecukupan dan efetivitas sistem pengendalian internal dan kualitas

kinerjanya dalam pelaksanaan tanggung jawab yang ditetapkan.

Sejalan dengan yang telah dikemukakan, maka The Institute of Chartered
Accountans in Australia (ICAA, 1994 : 76) tentang ruang lingkup audit internal

mengemukakan :

The scope and objectives of internal audit vary widley and are dependent
upon the size and structure of the entity and the requirements of its
management. Normally however internal audit operates in one or more of
the following arcas . (a) Review of accounting system and related internal
controls; (b). Lxamination for marnagement of financial and operating
information; fc) Examination of the economy, efficiency and effectiveness of
operaltions including non-financial controls of an organization.

Dengan demikian ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas
tergantung pada besar organisast dan permintaan dari manajemen organisasi yang
bersangkutan. Pada umumnya audit internal melakukan kegiatan antara lain : (a)
mengkaji sistem akuntansi dan pengendalian internal ; (b) pemeriksaan atas
pengelolaan informasi keuangan dan operasi perusahaan ; (c¢) pemenksaan atas
eckonomis-tidaknya, efisiensi, efektivitas, dari operasi perusahaan, termasuk

pengendalian non financial dari organisasi.

Hasil penelitian Birkett dan Barbera (1997 @ 32) tentang cakupan kerja

auditor internal di duapuiuh negara memberikan gambaran sebagai berikut ¢



Ruang Lingkup Pekerjaan Audit
(Scope of Internal Auditing Work)

1é

' Type of Work
1 | Internal Control Compliance
Country Financial | Operational | Computer | Review & Fraud & Other
Detection
Australia S S S S s
Balivia M S L S L
r Canada S S S S M
Cina S S i5 S S/L
Denmark S M S S M/L
Ethiopia S L S S L
France S S S S M
Germany S S M M M/L
Ghana S M M S S/L
India S S M S M/L
Italy S | M Is L L
Japan M S L S S
Netherlands S S S U S M/L
New Zealand | S S S M M/L
| Norway M S S M L
| Peru I S M S L
. Spain S S S S L
FU' Arab Emirat S r M S S L
| UK ] S NI D ¥ NI NI
| USA M | =g s | S | ML

Stumber © A Report, Oktober 1997 hal 32,

Alot of vork is conducted inthis area
A moderate amount of work is conducted in this area
Littfe work is conducted inthis area
= No information given

5.  Auditor Internal dan Resiko Manajemen

Terjadi perubahan mendasar tentang cara pendekatan audit internal, tidak saja

pada tingkat menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan, keandalan informasi, dan

kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun sudah

banvak yang memfokuskan pada resiko organisast.
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Dalam perkembangannya, sesudah pengendalian internal berjalan dengari;
baik, auditor internal (salah satu Aparat Pengawasan Fungsional) dituntut -
berfungsi lebih jauh menjadi strategic business partner bagi unit organisasi dalam |
perusahaan. Usaha meningkatkan fungsi sebagai strategic business partner dapat

dilakukan melalui berbagai usaha antara lain :

a. Memberi masukan (konsultasi) kepada menajemen mengenai perbaikan dan
penyempurnaan berbagai prosedur dan proses bisnis.

b. Memberi masukan (konsultasi) mengenai usaha-usaha peningkatan efisiensi
melalui pengurangan pemborosan, dan peningkatan efektivitas melalui
pentlaian pencapaian strategi bisnis perusahaan.

Membantu menciptakan pengendalian internal yang baik.
d. Memastikan bahwa pengendalian internal telah dipatuhi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Perubahan fokus dari sekedar memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip
pengendalian intern ke arah strategic business partner hanya akan terjadi bila

organisasi itu telah memiliki pengendalian internal yang baik.

David Mc Name (1IA Conference NY, June 11-14, 2000) tentang perubahan “"

restko audit menjelaskan antara lain :

1. Peran auditor internal dan resiko manajemen  sangat penting, namun
merupakan komponan yang berbeda dalam corporate governance dan

dijabarkan sebagai berikut :

Internal Audit ——p Risk 4——— Risk Management
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2. Hubungan layanan audit internal dan strategi manajemen akan saling

melengkapi yaitu :
Strategic Tactical
General Investment Managing What
Management Decisionns Drives Value
Systems in Capability For Customers
Internal Building an Developing the
Audit Audit Annual audit
Services Universe Plan
Risk Identification Risk Managenrent

3. Perubahan terhadap audit individual

Operational

Value
Delivery
Systems

Performing
the Individual
Audit

COSO Sequence :
Process or Assess Fvaluate How
Work Unit Business I[nternal
Objectives Risks to the Controls are
Objectives Working
New Paradigm :
Process or Assess Evaluate how
Work Unit Business Business
Objectives Risks to the Risks are
Objectives Managed

Assurance Systems

Strengthened
Cost/Benefit
Efficiency and
effectiveness

Control
Share/Transfer
Aveid Diversify

Accept

4. Untuk dapat melaksanakan paradigma baru dalam audit, auditor internal

dipersyaratkan

The Certified / Qualified Internal Auditor, Business

Knowledge, Communications, Imaginations, dan Leadership.
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5. Peran Auditor Internal dituntut sebagai . Educator, Advisor, Analist, dan
Advocate of change.

6. Implikasi terhadap auditor internal dalam menghadapi paradigma baru

Old Paradigm New Paradigm
1 Internal Control 1 | Business Risk .
2 Risk Factors 2 | Scenaric Planring
3 Importat Controls 3 | Important Risks
4 Emphasis o the completeness of | 4 | Emphasis on the Significance of
detail Controls testing Broad Business Risks Covered
5 Internal Control 5 | Kisk Management :
o Strngthened s AvoidDiversify Risk
o Cosi/Benefit e  Share/Transfer Risk
s Efficient/Effective s Control/Accept Risk
] Addressing the functional Controls 6 | Addressing the Process Risks
7 Independent Appraisal Function 7 | Integrated Risk Management and
: Corporate Governance _}

7. Harapan auditor Internal dalam memberikan nilai tambah

a. Dealing with Risks instead of Conirol aligns internal audit with
management focus on risk acceptance and risk-reward payoffs.

b. It's also more fun!

Risk- Risk Risk-
Based Based Based Added
Planning Audit Audit Value
Program Report

6. Auditor Internal Salah Satu Unsur untuk menuju Good Corporate

Governance.

Setelah memperhatikan tuntutan jaman dalam pengelolaan usaha yang harus
fuirness, tranpurancy, accountability, dan responsibiliry serta uraian terdahulu,
yang menjadi tantangan adalah seberapa jauh kemampuan auditor internal di

Indonesia berperan dalam ikut mewujudkan good corporate governance ?
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Zaki Baridwan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan FK SPI
BUMN/D  tanggal 26 Oktober 2000 di Yogyakarta dalam papernya (hlm 5)

mengemukakan :

“ Dari pengalaman membaca dan mengikuti berita tentang pengelolaan
BUMN/BUMD selama ini, penulis menyimpulkan adanya kelemahan
dalam pengendalian internal yang menyebabkan inefisiensi dalam
operasi. Inefisiensi ini terutama diakibatkan oleh penyelewengan yang
dilakukan menajemen, karyawan, maupun pemilik (pemerintah pusat atau
pemerintah daerah). Pertanyaan yang timbul adalah mengapa hal itu tidak
terdeteksi oleh SPI ? Ketidakmampuan SPI untuk mendeteksi,
mencegah, dan mengurangi penyelewengan menunjukkan kelemahan
fungsi SPI dalam melaksanakan tugasnya. Selain disebabkan faktor
manusianya yang meliputi ketidakberanian, ketidak mampuan, atau
malah tkut kega sama, penulis memandang bahwa pelaksanaan fungsi
audit yang tidak memperhatikan kondist perusahaaﬁ akan menyebabakan
tumpulnya hasil pemeriksaan SPI. Pada umunya, SPl melakukan
pemeriksaan berdasarkan pedoman pemeriksaan yang disusun khusus
untuk organisasinya. Dalam pedoman pemeriksaan itu, tekanan audit
adalah pada ketertiban dan kepatuhan (2K) terhadap ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penilaian kepatuhan ini hanya
didasarkan pada legul document, bukan pada substansi yang dikandung
oleh dokumen itu. Pemeriksaan seperti ini hanya dapat dilakukan bila
terdapat pengendalian intermal yang baik yang dapat mencegah timbulnya
dokumen legal yang palsu (aspal). Oleh karena itu, kesalahan utama SPI
selama ini adalah melakukan audit 2K dalam kondisi tidak adanya
pengendalian internal yang baik. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan
dengan mengubah audit 2K menjadi audit 3E (economy,efficiency, dan

¢ffectiveness) .. ...

Dalam upaye untuk meningkatkan kemampuan auditor internal diperlukan

kebebasan atau independensi dar audit internal. K. H Spancer Tickett (2000)
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mengemukakan untuk meningkatkan independensi audit internal bila dipenuhi

persyaratan yaitu

Assessing Audit Independence

Audit Independence

v
. . v .

Structure Staffing Strategy Systems
Top reporting line,  Qualified staff, Risk Audit Manual,
High audit status, training & assessment, MiIS,

Access to top development, completed plans, management
munagement, performance executive support respons Is
an audit commitiee.  targels, code for plans, resultant  required,
of ethics. Report & follow-up. quality
assurance.

Salah satu aspek dari independensi audit internal adalah kemampuan
auditor internal itu sendiri disamping efektifnya audit komite. Dalam hal ini
kualifikasi auditor internal merupakan salah satu penyebab mengapa auditor
internal di Indonesia pada umumnya belum mampu menguji dan mengevaluasi

kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi.

Kondisi di atas diperkuat dengan hasil penelitian antara lain :

a. Leaders (Directors of Internal Auditing) are more succsesful when they strike
a balance among interpersonal relationship, personel quantities, professional
qualifications, and management techniques (Paul, Steven, Glenn, IIA,
Research Foundation, 1983).

b Many companies, the goal was (o shift from an audit orientation at 90 %
detection ~ 10 % prevention in 1992, to 30 % detection 7 70 % prevention in
1997 (Mark L Frigo, [1A, research Foundation, 1998)
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¢. Ziegenfuss yang kesimpulan penclitiannya antara lain : Measuring
Performance : A new research study indentifies the top five performance
measures for evaluating internal audit department effectiveness : (a) staff
experience; (b) auditing viewed by the audit committee; (c) management
expectations of internal auditing; (d) percentage of audit recommendations
implemented; and (e} auditor education levels. (Journal ITA, February-2000).
Yayasan Pendidikan Internal Audit ( YPIA ) yang didirikan tanggal 17 April
1995 telah berusaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para
auditor internal di Indonesia untuk menuju Certified Internal Auditor yang
bersifat nasional dengan mengacu dan menggunakan mode! dari IIA (Institute of

Internal Auditors) yang berpusat di Florida, Amerika Serikat.

Hasil pendidikan YPIA setelah dinilai, diuji dan dianggap mampu oleh Dewan
Sertifikasi QIA, para alumni YPIA diberi sertifikat QIA beserta nomor
registernya. ITA Indonesia Chapter, FKSPI BUMN/BUMD, YPIA, Dewan
Sertifikasi QIA, dan PAII mendorong para pemegang QIA di Indonsia untuk
mendapatkan sertifikat bertaraf internasional yaitu Certified Internal Auditor

(C1A) yang penyelenggaraan ujiannya oleh I1A.

Para pendiri YPIA berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan QIA Indonesia
perlu adanya lembaga pendidikan dan latihan. Langkah ini meniru negara-negara

lain dalam meningkatkan kualitas auditor internal.



23
Yayasan Pendidikan Internal Audit
Graha Sucofindo

Jalan Raya Pasar Minggu kav. 34 Lt. 3, Jakarta 12780
Telp. (021) 7985555, 7983666, Ext. 1551 Fax. (021) 7986666

Sejak YPIA berdiri pada tanggal 17 April 1995 telah melakukan kegiatan
pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

(1) Jumlah organisasi yang telah mengirimkan stafnya ke YPIA sampai akhir
tahun 2000 :

Badan Usaha Milik Negara 81  perusahaan
Badan Usaha Milik Daerah 12 perusahaan
Badan Usaha Milik Swasta 13 perusahaan
Lembaga Lain - 1 lembaga
Jumlah 107  organisasi’

(2) Jumlah orang yang telah mendapatkan Sertifikat Qualified Internal Auditor
(QIA) sampai dengan akhir tahun 2000 adalah : |

Badan Usaha Milik Negara -1 886 orang
Badan Usaha Milik Daerah C 16 orang
Badan Usaha Milik Swasta . 38 orang
Lembaga lainnya o] orang

Juilah D941 orang

Beberapa perusahaan ( Bank Pemerintah dan Swasta ) banyak yang
melakukan pelatihan antara lain @ BDN, BCA, BRI, Bl, dan PT. ASTRA.

Periksa Lampiran.
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7. Kesimpulan

a. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan
prinsip  fairness, transparancy, accountability, dan responsibility

merupakan tuntutan dan keharusan yang tidak mungkin dihindari

b. Fakta menunjukkan bahwa tefjadinya ketidakberesan dalam mengelola
organisasi banyak disebabkan oleh pimpinan organisasi itu sendiri yang
tidak mampu meningkatkan dan menjaga pengendalian internal dengan
baik

¢. Pendekatan audit dari auditor internal harus mengarah ke paradigma baru
yaitu control risk self assessment { CRSA ) agar dapat memberikan nilai

tambah dan meninggalkan cara-cara yang konvensional selama ini

d. Independensi dan audit internal merupakan salah satu syarat agar auditor
internal dapat memberikan kontribusinya dalam mewujudkan good
corporate governance. Belum tercapainya tingkat independensi audit
internal disebabkan antara lain banyak auditor internal belum memenuhi

kualifikasi sebagai auditor intermnal yang profesional.

¢. Laporan audit internal ditandatangani oleh auditor internal yang

bersertifikasi ( Certified Internal Auditor ).
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Thomeas S, Kathatu
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ABGTRAK

Perkembangan terbary membuktikan bahwa manaiearen tdak cukup hanya memastikan babwa proses pengelolaan
muaerien beralan dengan efisien: Diperlubkan wsunien tery, Good Corporate Governnance (GCG) uriik memastikan
bobwa maenien berjalin dengin bk Adu diy bal vang duckonban datiun kensep ot pertama, pentingnya hak
prncaang sabam untek memporoleli informast dengin oz i tepat pada waktunya di, kedua, kewantxn perusaduan
untuk melahukan pengunghapan (disclastre) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap samuoa mformast kinerja
perwsalian, kepemilikan, dan sedehobler. Dan berbagu besil penghaian yang dilakukan oleh berbapni lembaga riset
inceparden wastonal dan nterasional, menunukkan rendabinya pemahaman refadap arti peating dun stratepisnya

peterapan prisip-pansip GCG obdy pelako bismis di Indenesty Selain s budhiya organisast turut memiceparubi penerapan
GOG diindonssia

Kata kunet: GCG, prinsip-prinsip GCG, budaya organisasy, penerapan a1 ndenasia.

ABSTRACT

Recat experience imdivae duar i st sufficient for management just o rely o how cfficient is the process of managing.
It needs a new insingnent, Good Cooperae Governance ((7C(3), 10 prove that the management is going well. This concept
emphasize on two imporken things, thar is . first, the right of sharholder 1o be provided of right and just on time
informaiion, axd second, the obligation of comparny w0 disclose accurarely, just on time, and transparently all information of
comnpany's performance, shareholders, and siakeholders. Various sndies by national and intermational researchers proved

the lack of understarciing the imponance and strategic inpfication of appying GCG principles by Indonesian entrepreneur.
Hestdes, organization culture also influencing GCG application in ixdonesia.

Konords: GCG, GCG principles, organization culture, application int Indonesia

PENDANHULUAN bahasa khusus, korporat kita belum memjalankan

. . . governanst (Moeljono). Survey dan Booz-Allen di
~ Sulit dipungkin, selama sepuluh tahun terakhir 4 Timur(padaj mhzn 008 menmjukkan bahwa
ini, stlah Good Corporcite GOV?'T)MCE (GCG) k:an Indonesia memiliki indeks corporate governance
@lﬂd' Tax !'mnya‘ populer, istlah)Eisebiltyjuca paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singa-
diempatlan di “posisi terhomat Periama, GCG 0 (g 93) Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89)
merupakan salah satu kune sukses perusahaan n‘nluk Rencohnya kualitss GCG krporasikorporasi di
tumbgh dan menguntngkun dalam jangka PAYANE,  pdonesia ditengarei menjadi kejatuhian perusaldan-
sekalipus .n‘1e|m:nm1g1§;m persaingan  bisiis glob_a}. ocrusthazn ler's;hut .
kcc}uzg krisis ck‘onoi.n? di kawasan Asia dan Amertka Konsultan mangjemen McKinsey & Co, melalu
Latin yang diyakiny _ muncul karenz - kegagalan penelitian pada tahun yang sama, menemukan bahwa
penerapan GCG (Danun, 2005). - sebagian besar nilay pasar perusshaan-perusahaan
v Pad;a tahun 1999, kuta melihat negara-negara d? Indoncsia yang tercatat di pasar modal (sebelum
Asia Timur yang sama-sama terkena knisis mulai  \pigis) temyata ovenalied. Diliemukakan bahwa
mengalami pemulihan, kecuali Indonesia Harus  gukjiar 0% nilai pasar perusahann publik ditentukan
dipahamt bahwa kpmpeUsi global bukan kompetisi  gleiv gowih expectation dan sisanva 10%%  banu
anamegars, melainkan antarkorporat di- negara-  duenwkan oleh currenr earming sireani. Sebaga,
negara tersebur. Jadi menang atau kalah, menang atau pembanding. nila dari perusahaan publik vang seha
terpunuk, pulih atau tetap terpwuknya perekonomian 4 negara maju ditentukan dengan komposist 3o
satu negara bergantung pada korporat masing-masing — dan growth expectation dan 70% dani current eaming
(Moeijono, 2003) stream, yang merupakan kinerja sebenamya dan
Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa  korporasi. Jadi, seberarmya terdapet “ketidakjujuran™
korporat kita belum dikelola secara benar. Dalam  dalem permainan di pasar modal yang kemungkinan

Jurwan Ekonom Manajemen. Fakulias Ekenomi Universitas Krisien Petra
htp:owww petra.ac.id ~puslit. fowrnals div php? Department! D= MAN
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lakukan aau dianr oleh pihak  yang  sangat
huntungkan oleh kondist tersebut.

Perhatian tethadap comporate governaonce ter-
ntamna juga dipicu oleh skandal spektakuler seperm:.
Snron, Warldeom, Tyco, London & Commonwealls,
Poly Peck, Maxwell, dan lainlan  Keruntuhan
pensahaan-pertisahaan publik tersebut dikarenakan
oleh kegagalan stinlegr maupun praktek curang dan
manaiemen puncak yang berlangsung inps terdeteks:
dalam woktu yang cukup lama karena lemnalmya
penmawasul yang ndependen olel corporure bow ds

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR

Dua teori utama yang terkait dengan corporuie
governance adalah stewardship theory dan agency
theory (Chinm, 2000, Shaw,2003). Stewardship theory
dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sidfat
manusia yakni bahiwa manusia pada hakekatnya dapat
dipereaya, mampu bertindak dengan perwh tanggung
jawab, memiliki integntas dan kejujuran terhadan
pthak lam. Indlah yang tersirat dalam hubungan
Sidusia yang dikehendaki para pemegang saham.
Dengan kata lam, stewardship theory memandang
manajemen sebagal dapat dipercaya untuk bertindak
dengan sebatk-batkiya bagi  kepentmoan  pubhik
maupm stakeholder.

Sementara itu, agency theory yang dikembang-
Kan oleh Michael Johnson, memandeng babwa
miagjemen perusahaan sebagal “agents” bagl para
penezang saham, akan bertindak dengan penuh
kesadaran bagt kepentingannya sendiri, bukan sebagai
"pthak yang anf dan bijaksana serta adil terhiadap
peracgang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory
mendapat respon iebih hias karena dipandang lebih
e~ cenninkan kenyataan yang ada. Berbagai perni-
Kiran mengenal corporate govermnance berkembang
dengan bertumpu pada agency theory di mana
pergelolaan dilakukan dengan penuh kepatuban
kepada berbagal peraturan dan ketentuan yang
berlaku

Good  comporate  governance (GCG)  secara
defiutif merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai
tambah (value added) untuk semua stkeholuer
(Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam
konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegany
saham wntuk memperoleh informast dengan berar
dan tepat padas waktunya dan, kedua kewajiban
perusahaan wmtuk melakukan  pengungkapan
(chisclosure) secara akurat, tepat wakty transparan
rethadap  semua  formast  hinema  perusahaan,
<epemilikan, dan stakeholder.

Ada empat komponen utama yang dipedukan
alam konsep good corporate govenance, (Kaoen,

Jurusan Ekonomi Manajemen, Forulias rkonom;

CVOLS NGO NARET 2006: 1.0

2003 Shaw, 2003) vatu fairmess, Iranspurency,
accountability, dan responsibility, Keempat kompo-
nen tersehut panting karena penerapan ponsip good

corponate governance secata konsisten terbuktl dapat

menmngkatkan kualitas laporan kewangan dan juga
dapat menjadi penglimbat aktivitas rekayasa kinerja
yang mengakibatkan laporan keuangan tidak meng-
wambacican nilal fundamental perusaliean

Konsep good comorate governance ban poprler
di Asie. Konsep ini reiatif berkembang sejuk taliun
1990 Korsep good comporate vovzmance bary
dikenal di Ingans pada tahun 199Z Negam-negara
maji yang tergabung  dalam kelompok  OECD
{kelompok Nega:a—neg,axa maju & kropa Barar dan
Amenku Utara) mempraktikkan pads tahun 1995.

PRINST?-PRINSIP GCG

Secara uwmum tendepat lima prinsip dasar dan
pood curporate governahce yaitu:

\ Transparency (keterbuxaan nformasi),  yaitu
keterinkaan dalam melaksanakan proses pengam-

bitan keputusan dan keterbukaan dalam menge-
mukakan nformast materuil dan relevan mengenai
penusahaan.

- Accownability  (akuntabiltas),  yata kejelasan
fungst, strubtur, sistern, dan pertarpgungjawaban
orgen perusahaan sehingea pengelolaan perusaha-
an lerlaksana secara efektif.

3. Responsibility (pertanggungjawalan), yaitu kese-
suaan (kepatuhan} di dalam pengelolaun perusa-
inan tethadap pnnsip korporast yang sehat serta
perituran perundangan yang berlaku

4. Dhrdependency (kemandinan), yartu suatu keadaan
dimana peruschaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengandvtekanan
dan pihak manajemen yang tidak sesuar dengan
peraturan dan perundangan-undangan yang ber-
laku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. [aimesy (kesetarann da kewajaran), vaitu peraku-
an yang adil dan setara di dalam memenudu hak-
hak stakeholder yang tunbul berdusakan periangi-
an seria peraturan perundangan yang berlaku.

3]

Esenst dan conporeie genvernance adalah pening-
katan kincma perusahaan melalwi supenas!  atau
pemantavan kinerja ranajemen dan adanya alkunta-
bilitas manajemen: terhadap pemangku kepentingan
lamnva berdasarkan kerzngka ahwan dan peraturan
vang berlak

TAHAPTAHAP FENERAPAN GCG

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusa-
haan adaleh penting bagi perusahaan untuk metaku-

Universiax Kristen etra
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kan pentahapan vang cenmat berdasarban analisis atas
situgst dan kondist perusahnan, dan urgkat kesapao-
nya, sehingga penerapan GCG dapa benalan lancar
dan neendapatkan dukungan dan eslvruh usur 4
dalam perusahaan,

Pada umumnya perusshaanpensadin  yang
telah berhas! dalam meneraphan GCG inenggundian
nerdahapen berthat (Chirm, 2000, Shave 2003)

Tahap Persaapan

Tahap wu terdin atas 3 angkalc wana D
anveniesy budlding 23 GG assessmient, dan 5y GOG
manual buidding Awarcness badding moropakan
Lugkah awal nntuk membanpun kesadaran mengenat
wi penting GOG dan komitmen bersama dalam
penerapanmya Upaya nu dapat dilakukan dengan
meminta bantusn tenaga ahlt independen dan lua
perusahaan. Bentuk kegiatan dapat didakukean melatui
sewninar, lokakarya, dan diskust kelomnok.

GCG  Assessment meupakan upcya  untuk
mengukur ata lebih tepatnya memelakan kondis:
perusahaan dalam penetapan GCG saat nu. Langkah
e perlu guma memastikan itk awel level penurapan
GCG dan wntuk mengidentifikast langkan-langkah
yang tepat guna mempersiapkan mfrastndaur dan
stuktur perusahaan yang kondusif bagl penerapan
GCG secara efekif. Dengan kata lam, GCG
assessment dibutuhkan uwitik mengidentifikasi aspek-
aspeh apa yang pertu mendapathan perhatiau tedebiti
danuby, dan langkah-langkah apa yang dapai diaminl
untuk mewupdkannya

GCG manual bulding, adalan langkah benkut
setelah GCG assessment dilakukan, Berdasarkan hasd
pemetaan tingkat kesiapan perusahsan den upaya
wdentifikasi  poontas  penerapannya,  pRAyuUSunan
mamal stay pedoman  implementast GCG dapat
disusin. Penyusunan manual dapat ditakukan dengan
bantuan tenaga ahli ndependen dan har perusahaan,
Manual 1 dapat dibedakan antara manua! untuk
organ-organ peruszhaan dan mamal untuk keselu-
ruhan anggota perusahaan, mencakup berbaga: aspek
seperti:

Kebijakan GCG perusahaan

Podoman GCG bag organ-organ perusabaan
Pedeman perilaku

Audit commitee charer

Kebyakan disclosure dan wensparanst

i Kebyakan dan kerangka manajemen resi<o
Rocdmap unplementast

W T Or

[ies L

=t

Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual,
langkah selanjutnya adalah memulai implewnentasi di

3

perusahean, Tahap wn terdin atas 3 langkah wtuma

yakau:

1. Sosialisasy, dperlukan wihk mempekenaikan

- kepada seluruh peruzchiasn berbagar aspek yang
lerkan denpan implementast GOG Mwasusiy s
mengeii pedoman penerapan GG Upinva
sosinhisast peru dilakidan dengan suaia um
khusus vang dibenuk vntuk 1wy, langsueng borada
di bawait pengawasen direktur utama atay salah
satu dwekny yang  dinmpuk sebagar GCG
champion di pesshaa

2 tplemeniasy, yatue kegiatn vang dilikukon
sejalan dengun pedoman GCG vang ada, berdasar
axidmap vang telal disusio Implementast harus
bersifat fop down approach yang meitbatkan
dewan komisaris dan direkst perusahaan. Imple-
mentasi  hendaknys mencakup  pula upaya
manajemen perubahan (change  management)
oma mengawal pioses perubahan yang ditmbul-
kan oleh inplementas: GCG.

3. Iternalisasi, yaitu @hiap jangka panjang dalam
mplementast,  Internahisast mencakup  upaya-
wpaya ik memperkenatkan GCG & delam
seluruh proses bismis  perusahaan kega, dan
berbagal peraturan perusahaan. Dengen upaya int
dapat dipastikan balwwa penerapan GCG bukan
sekedar dipermukaan  atan  sekedar  suam
kepatuhan yang bersifat superficial, tetapt benar-
benar  tercormin dalam seluruh aktivitas
perusahasn.

Vahap Evaluasi

Tahap evaluast adalah tehap yang perlu didaku-
han secara teretr dan wektu ke waktu untuk
mengukyr sejauli mana efektivitas penerapan GCG
telah ditakukar dengan meminga pihak independen
melakukan audit inplementasi dan scoring atas
prakitk GCG yang ada. Terdapat baryak perusaham
konsultan yang Gapat memberikan jasa audit yang
demikian, dan di Indonesia ada beherapa perusahaan
yang melakukan scoring Evaluasi dudan bentuk
avsessmeni, audit atan seoring pa dapat dilakukan
secara mandatory siusalnya seperi yang diterapkan di
lingkungan BUMN  Evaluasi dapat  membanta
perusghaan memetakan kembal kondisi dan situasi
serta capalan perusahaan dalam implementast GUG
sehingga dapat mengupayakan perbatkan-perbatkan
vang periu berdaswran rekomendas yvang dibenkan,

BUDAYA ORGANISASL

Laporan World Competitiveriess Report yang
dirilis pada bulan hMeir 2005 memasyukkan, dan 60
negara yang disurvel, Indonesia berada pade ranghing
59. Pakta i menunjukkan bahwe Indonesta sebagai
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oroanisast Negara bangsa memenukan budava orpa-
1118431,

Budaya perusahizan menupakan konsep baru yvang
berkembang dan ilmu manajemen dan tmu psikolcg!
industt dan organisast. (Meeliono, 2005) Bidang-
bidang ilmu tersebut mencoba lebih dalam mengupas
penzgunaan konsep-konsep  budaya  dalam abnu
mundjemen dan organisasi dengan hjuan maungkat-
kan kinerja organisast Konsep budaya perusahain
menipakan pakembangan lebih lanjut dan o
MAnaeInen dan Grpanisast

Mmajemen sebagar sebuah disipim bara labar
sada aval abad dekade kedua atau akhie deliade
pettana abad ke-20. Dalam perkembangannya san-
pal sax wil, banyak pendckatan dan  konsep
mianajenen yang ditawarkan oleh pakar manajenien

Pada era rasional sannfik, 25 tahun penama
(1910-1935) dipakar untuk  menemuan  atan
mereniukan stukwr orgamsast atay stuktwr kenja
yang efisien. Int adalah eranya Fredenck Taylor dan
Hendry Fayol. Dua puluh tahun berlwtnya {1933-
1655) para permikir dan praktisi manajemen mencabn
menerapkan model-model matematk atau cara-cara
analisis kuantitatif untuk meningkatkan produktivitas
di tempat kena Ini adalah masa tumbubnya modz!-
model ootimas: dalam bidang operation research.
Lmma belas tahun benkutnya (1955-1970) pemikir
manajemen mencoba menerapkan cam  berpikir
sistemy dalam bidang manyemen. Pada saat iy
bempikir sistem atau pendekatan sistem adalah topik
pembicaraan yang hangat i antara orang-orang
mangemen.

Fra kuantitatif-humanistk  dimidai  dengan
diperkenalkannya pendekatan berpikir strafegik dalam
mangiemen.  Strategl  korporat,  stategn  bisns,
perencanaan strategik, analisis SWOT adalah topik
perbicaraan yang dianggap mutakhir antara talum
1970-1980. Sesudah in para pemikir manajemen
masik ke dalam bidang yang lebili kmak lagi, yaitu
budaya perusahazn Pakar manajamen berbicara dan
menelitl tertang pentingnya tata-nia; yang menjadi
it budaya perusahaan dalam menentukan kinerja
perusahaan.

Sesudah mi, pada tahun 1980-1985. para pakar
dan pemikir mangjemen memasukkan manajemen
movasi sebagal salah satu baman dan disiphin
manajemen. Menjelang tahun 2000-an, para pakar
managjemen berbicara tentang  organisasi  belajar,
manaemen pengetshuan, manajemen perubahan, dan
maoda’-mava ( virtual-capital)

Dengan masukmya konsep budaya organisas,
manajemen inovasy. dan organisasi belajar, organisasi
dipandang sebagai makhiuk hidup atau komunitas.
Organisasi sebagai mesin melaksanakan tujuan yaig

whah  dretapkan olels  perancangrya,  sedangkan
oremnaast sebagar makbluk todun atau komunitas
pengtepkan dan memidiks tyuan sendin,. Cara
mndang organisast sebagal kumuaitas membawa
perubahan besar dalam cara pandang mengenal peran
dan posist manusia dalam organisast

PENERAPAN GCG DHINDONESIA

Rrisis ekonomi yvang menghantam Asia telah
bedalu lebih dan delapan tahun, Krsis im temyvata
terdampak luas tartwna dalam imerontokkan rezun-
reziy politk yang berkuasa di Kowea Selatan,
Thaland, dan Indonesia. Ketiga Negaa yang diawal
talnn 1990-an dipandang sebagar “te Asien tiger”,
harus mengakul bahwa pondast ckonomt mercka
rapuby, yang pada akhimya mermnoah pada krisis
politik.,

Saclah delapan tahun, sejak  krisis  tersebut
melandy, lata sekarang dapat melihat peruwnbuhan
kembali Negara-neypara yang amat torpukul oleh krisis
tersebut. Korea Selatan yang pernaly  tegangki
kejshatan financial yarg mehbatkan para eksekatif
puncak perusahaan-perusahaan blue-chip, kint telah
pulth. Terkembangan yang sama juga terlihat dengan
Thailand maupun Negara-negara ASEAN lainnya.

Bagammana dengan Indotesia?. Eia pascaknisis
ditardai dengan goncangan ekonomi berkelanjuian
Mular deni restrukturisast sektor petbarkan, pelelang-
an asset para konplomerat, yang berakibat pada
penunman klm berusaha (Bakne,2003).

Kayun yang dilalukan oleh Asian Development
Bank (ATB) menmjukkan beberamy faktor yang
memben kontribust paca krisis di Indonesia Periama,
konsentrast kepemilixan perusaluicn yang  tinggi,
kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan
komisans, keiiga;, incfisiensi dan rendahnva trans-

- paransi mengenal prosedur pengendalian merger dan

akuisist  perusahaan; keempat, terlaiu  tnggnya
<etergantungan  pada pendsnaan  ekstemal; dan
kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para
kreditor.

Tantangan terkini yang dihadapi masth belum
dipahanunya secara luas prinsip-pans:p dan prakiek
good cepxorate geveniance oleh kumunias bisnis
dan publik pade umumnya (Daran, 2005). Akhinnva
komunits intemastonal masih menzmpatkan Indo-
nes:a pada urutan bawah raing mplamentas: GCG
sebagarmana dilakukan oleh Standard & Poor, CLSAL
Pricewaicrhiouse Coopers, Moody's Morgan, wnd
Calper's .

Kajian Pricewaterhouse Coopers yang dimuat di
dalam Repont on Instintional investor Survey (2002)
menempatkan Indonesia di nnitan paling bawah
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bersama China dan India dengan nidai 1,96 untuk
rransparanst  dan keterbukaan  Jika  dilihat dan
ketersediaan  wivestor  untik memben  promium
terhadap harga saham perusahaan pubiik & Indonesia,
basil survey tahun 2002 menunjukkan kemajuen
ciandingkan hasi! swvey whun 2000 Pada tahun
2000 mvestor bersedia imembayar premuum 2/%.
sedang di tabun 2002 hunya bersedia membayar 25456
sai Hab mnnenonpukkan persepst mvestor terbadap
resiko ndak dyalankannya GCG, menjadi lebih bak.
secara keseluruhan wrutan teratas masth ditemypat
olehr Singapue dengan skor 3,02, Maltaysia dan
Tadand mendapat skor 2,62 dan 2,19

Tabel 1. Corporate Governance in Asia (2004)
Continuing Under Performance

Market ranked by coqxrate povernance

Rules& Enfore Pdited [GAAP G Coamuy Counay
Repuluny-  mwait & rcmile- 2% alre  scoce o

@If 2% oy 2P P .
Swmgapoe 19 65 81 95 58 1% 7
Honpkang 66 58 15 90 46 a7 ab
India 66 58 63 75 50 62 60
Malaysia 7.1 50 50 90 46 60 5.5
Korea 61 50 55 80 50 58 55
Taivaa 63 46 63 76 35 55 58
Thalind 6.1 38 50 85 35 53 46
Philppes $8 3 50 85 31 50 37
Ching 33 42 50 75 23 48 43
[ndxiesa 53 27 38 60 27 40 3z

Sowree: CLSA Asia-Pacific Markzes, Asian Carporate Govemaree
Associion

Laparan tenting GOG - oleh CLSA - (2003),
menempatkan Indonesia di unatan terbawah dengan
skor 1.5 untk masalah penegakan bukum, 2.5 untik
mzkanisme mstitusional  dan  budaya corporate
governance, dan dengan total 3,2, Meskipun skor
Indoresia di tahun 2004 lebih batk dibandingkan
dengan 2003, kenyataannya, Indonesia masih tetap
berada di unatan terbawah di antara Negara-negard
Asta Faktor-faltor penyebab rendahnya linerja
frwionesia adalah penegakan hukum dan budaya
corporaie governance yang masih berada di itk
paling rendah di antara Negara-negara lain yang
sedang tumbuh di Asia.

Penilaian yang dilakukan oleh CLSA didasarkan
pada faktor ekstemal dengan bobot 6% dibanding-
kan faktor mtemal yany hanya dibeni bobot 4(P% saja
Fakt ini menunjukkan bahwa implementas: GCG di
Indonesia membutuhkan pendekatan vang kompre-
- hensif dan penegakan vang lebth nvata lag.

Implementasi GCG

Terdapat tiga arah agenda penerapan GCG di
Indonesia (BP BUMN, 1999) yakni, menetaphan
kebyakan nasional, menyempumaan kerangka
nastonal dan membangun inisiatif sektor swasta.

Jurnsan Ekonomi Mangiemen, Fakwltas Ekonomi

Terkai dengan kerangka regulasi, Bapepam bersema
dengan  self-regulared  organizution (SRQO) yang
didubaung oleh Bauk Dumia dan ADB telah meng-
lasitcan beberap proyek GCG sepan JSX Pilot
wrojed, ACORN, ASEM, dan ROSC. Seming denga:,
provek-proyek ing kementeran BUMN jugs telah
mengembangkan kerangka  unik
GCG

Dulam kaman dengan peran dan fungss tersebut,
RAPEPAM  dapat miemasukan  bahiwa  berbagal
pecaran dan ketemtuan yang adn, terus mencrus
disempumakan, serte berbagel  pelanggaran yang
erjadi akan mendapatkan sonks: sesuw ketentwm
yang berlaku.

Dalam hal reguiatory framework, uniuk meng-
kaj peraturan peruadang-undangan yang  terkait
dengan korporasi dan program reformast Inkum,
pada umumnya terdapat beberapa capaian yang
terkait dengan mplernentasi GCG seperti diberiaku-
kanya undang-undang tentang Bank Indoncsia d
tahun 1998, undang-undang ant korupst tahun 1999,
dan undang-undang BUMN, serta pnvatisasi BUMN
taln 2003,

Demikdan pula dengan proses  amandemnen
undangmdang perseroan terpatas, undang-undang
pendaflaran perusahaan, seria undang-mdang kepa-
litan yang saat im masih sedang dalamm proses
penyelesaian. Dalam pelaksanaan program reformast
lukum, terdapat beperapa hal penting yang telah
diterapkan, nusalnya pembentukan pengadilan n‘aga
yang, dimulal tahun 1997 dan pembentukan badan
achitras: pasar modal tdun 2001,

Bergulinya  reformast  corporate  governance
masth menyisakan hal-hal srategis yang harus dikaj,
sepertl kesesuatan don sinkronisasi berbagal peraturan
ncrundangan yang terkagt. Demikian prla yang terkart
dengan otonomi dacrah, permasalahan yang tunbul
dalam kerangka regulasi adalah pemberlakumn
und ng-undarg otovomi daerah yeng cenderung
kebablasan tanpa chikuti dengan kesadaran dan
pemahaman good governance itu sendin.

Inisiatif di sektor swasta terbhat pda akurvitas
organisasi-organisasi corporgie  govemance dalam
bentuk upaya-upaya sosialisasi, pendidikan, pelathan,
pembuatan soriig, penelitian, dan advokasi. Penda-
tang bau di antara organisasi-organisast i adatah
IKAL dan LAPPI. HCATL adalah asosiast untuk para
anguota komnite audit sedangkan LAPPI (lembaga
advokasi proxL dan perlindimgan investor) pada
dasamye berbagl pengalaman dalam shareholders
uctiviem, dengan misi wtama melindung kepentingan
para peimegani saham minonitas.

Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluadh
pemancku kepentungan tinut berpartisipast. Komite
Nasional Kebyjakan (orporare Governance yang
diawal rahun 2005 di ubxh menjadi Komite Nasional
Kebikan Governaice telah menedbitkan pedoman

implementasi

{niversitas Krisien Petra
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GCG pada bulan Maret 20301 Pedoman tersebut
kemudian disusul dengan penerbitan Pedoman GCG
Ferbarkan Indonesia, Pedoman untuk komite audiy
Jdon pedoman unwik konusans ndependen & tabun
2004 Semua publikast i dipandang perdu untk
membenkan  acuan  dalam  mengimplementasikan
GCG

Pemenniah pun melukukan upaya-upaye kKhosis
tergandengan tangan dengan komuritas bisme dalian
mensosialisasikan dan mengunplementasisan GCG.
Lua sektor penting yakrn BUMN dan Pasar Modal
elah menjadi perbravan pemenntah

Aspek bau dalam implentast GCG di Tnghoangan
BUMN adalah kewsban wiwik membiki sadermeni of
comporate intent (SCL SCH pada dasaenya adalad
komisnen perusahaan teddap pemegmg siom
dilam bentuk suatu kontrak yang menekarkan pada
strafegi dan upaya mangjemen dan didudamg dengan
dewan komisans dalam  mengelola perusahaan.
Terkant dengan SCI, direkst diwapibkan untuk
menanda tangan apposmunen agreeners (AA) yang
menpakan  komitmen  direkst wpwk  memenubi
fungsi-fungsi  dan  kewajiban yang diembamya
Indikator kinenja direkst terlihat dalam bentuk resvaid
and punishment svstem dengan meratfikast undang-
udang BUMN.

Pasar modd juga perdu menerapkan poosip-
prinstp GCG untuk perusahaan publik. Ini diumjuk-
kan melalu berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh
Bursa Efek Jekarta (BEJ) yang menyatakan bahwa
selonih perusahaan  tercatat wapb  melaksanakan
GCG. Implementas: GCG dimaksudkan untuk mie-
ningkatkan  perlindungan  kepentingan  investor,
ferutam para pentegang saham di perusahaan-perisa-
haan terbuka

D1 samping 1y, implenerntast GCG akan men-
derong tumbuhnya mekanisme check and balance di
lingkungan manajemen khususnya dalam memten
perhatian kepada kepentingar pemegang saham dan
pemangku kepentingan tainnya Hal ini terkat dengan
peran pernegang saham pengendali- vang berwenang
nengangkat  komisans dan  dweksy, dan aapat
mempengaruhu kebpakan perusahean. Di samping
pelindungan investor, regulast mewapbkan sistem
yang menjann transparansi dan gkuntabilitas dalam
ransakst bisis antar perusshaan dalans satu mup
yang berpotensi menimbulkan bennran kepentingan.

Semangat untuk memperoleh persetujuan pubhk
dalam wansaksy, merupakan bentuk penerapan pansip
akuntabititas. Diperkenalkannya konusans udepen-
den. komite audit dan sekretaris perusahaan juga
menjadt fokus regulasi BE). independensi komisaris
dimaksudkan untuk memastukan bahwa komisans
independen ndak mermlki atiliasi dengan pemegang
saham, dengan direksi dan dengan komisaris, tidak
menjabat direksi di perusahadn lain yang terafiliasi,
dan memahami berbagar tegulasi pasar modal.

Sedapgkan terkait dengan kewajtban untuk memilikl
direrlr independen, dalam sistem o der yang Kita
anul jusira akan lebih efexuf bilamanz bursa
mevapbkan  perusthaan unuds memilki Kenute
ivmenas) dan repunerast,

Tujuan pedomen tersebut adalah uniik mening-
bathan kualtas  dsclosure penusabaan-perusahaan
publik Pedoman i meupakan hasit kolaborasi
wra 1BEL VAL AT dan Bapepan Perkembangan
tabarn dv Pasar moedsl adalan batas wakw
penyerahan Japaran ichunan vakn 90 han sejek wiup
buku, lebin pendek darl repulasi scbcdumnya yakni
1200 harn Regmdast ini mcraphan indikas)
kekonsistenan penepakan GEG oleh Bapepam,

GG di Lingkuagan Perbankan

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 en-
1ang Perbankan, secara nmum telah datur ketentuan
vang terkall demgan GCG bak yang termasuk
govermance sinicture, govemanice Process, maupin
Lovemarnce outcome.

Governance structure terdins atas (LAN dan
BPKP2000) * pertama, uji kelayakan dan kepatutan,
(it and proper test), yang rniaigatur periunya
poningkatan kompetensi dan integritas manajemen
nerbankan melalul uji kelayaksn dan  kepatutan
tethadap paniltk, pemegang saharn  pengendall,
dewan komisans, direkst, dan pejebat eksekutif bank
dolam aktivitas pengelolazn bank

Redua, ndependenst manalemen bank, di mana
para angyota dewan komisans dun direksi ndak boleh
memiiki hubungan  kekerabatan  atar meniliki
hubwgan financial dengan dewan homisans dan
direksi atan menjadi pemegang ssham pengendali da
perusahaan fan, _

Ketiga, ketentuan bagi direkar kepatwtan dan
peningkatan fungst audit bank publik. Dalam standar
peneropan fungsi intemal audit hark publik, bank
diwajibkan unwk menunjuk direktur kepatuhan yang
bertangqung jawab aias kepatiban bank terhadap
regulast yang ada.

Swrategi dan rencana Bank Indonesia mewayibkan
bank unnk memikili rencana dan anggaran jangka
panjape dan menengah dalam bennk  keputusan
dewan direkst bank Indomesia tahun 1995, vang
dimaksadkan bagt bank  untuk memibiki strateg
korporasy dan vang teriuang dengan jelas. termasuk
nilarriky vang harus dkomunnkasikan kepada
sehrah tngkatan & dalam orgarsast dan resiko-
restko pengendalian,

Nengenai govermnance cutcome, Bank Indonesia
juga telsh mengeluarkan beberapa perawran, antara
lain transparansi mengenal kondisi kouangan bank
dan peningkatan peran auditor ekstermal. Bank
dhwanbkan untuk mengungkapkan non performing

Jurusan Ekononi Mancjemen, Fakuhas Exonomu - Universiias Krsten Petra
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focn  (NPL), pemegane  saham  pengendali dan

afiliasinya, prakuk manajemen restko dalam pelapor-
an keuangan.

Peran BAPEPANM

Rapepam seeara Tangsung maupun tidak lang-
sung telzh mendorong unplementast prinsip-prinstp
(CG di Indonesia, dengan menerbitkan peraliran dan
kebyakan yang terkan dengan GCG. Peranwan-
peratirn tersebut antaa lain menyangkut keputusan
Bapepam  mengenan  prnsip  ranspaansi  yang,
mewapbkan  perusahaan untuk mengunokaphan
udonnast kepada publik, disclasure mengenai bebe-
rpa aspek yang terkait dengan pemegang saham
ransakst matenal, dan perubahan dalam aktivitas
bistus 1, keputusan mengenat merger dan akwisisi
perasdvan publik, sena kdtentuan tentang penguug-
kapan mengena apakeh suatu pausahaan tengah
dalam proses peradilan kepatitan

Kedua, kupumusan Bapepam yang teskait denpan
priRrapan ponsip-prinstp kewajaran terutama wnink
perindungan kepentmgan dan hak pemegang saham,
ketentuan mengenal bemturan  Kepentingan dalam
transaksi-transaksi tertennl, dan ketentuan mengenai
penawaran tender.

Ketiga, keputusan Bapcpam mengenat penerapan
prnsip  responsibiltas dan aamtabilitas  senortt
keputusan mengena merper dan akuisisi perusahnan
publik, terutama teskait dengan kewajiban direksi dan
dzwian komisans intuk membu permmyataan kepada
Bapepam dan RUPS balvwa merger dan akuisisi yang
hendak dilakukan telah mempertimbangkan secara
matang dengan memperhankan kepentingan stakelol-
aers, kepentingan publik, kepentingan perusalvan,
persaingan yang sehat, dan jaminan akan terpenubi-
nyva hak-hak pemegang sahani publik  termasuk
kewajiban untuk memilikt komite audit.

Pengenalan GCG Melalui Peraturan Pencatatan

PT Bursa Efek Jakarta sebagar bagian dan
tatanan perekonomian [ndonesia memandang peiiu
wtuk mengenalkan pengaturan tentang GCG saat
pencatatan efek dalam rangka perbaikan iklim bisnis.
Dengan pengatwan tersebut, diharapkan penisahaan
yang go publik dapat meningkatkan transparanst dan
menmrangt resiko perusahasn publik. Harapannya,
informast yang tersedia bagi pemodal bisa memadan
dan pada glwannva dkan menark minat investor
untuk berinvestas di bursa indonesta.

Harus diaku, sejumlah realitas dirua usaha kita
memang menyratkan tantangan cukup berat wnnuk
implementasi GCG. Tenutama di kalangan perusa-
haan-perusahaan vang tercatat di bursa Reabtas
tersebui serng membuat upaya menerapkan GCG

secara konsisten menjadi sulit. Penyebabiya antara
lain:

Jurtisan Exonomi Manajemen, Fekidias Fkonenn

hitp:ivwww

¢ Konsenirasi kepenulikan saham (consentration of
ownership) Kegratan bistus di Indonesia memang
menunjukkan tejadinya pemusatan kepemilikan
pada siatu pihak  tertenw, sehingga  terjadi
hubungan afllias: antara pemthik, pengawes, dan
direktur suatu perusahaan

b Penvyaluran pemblavaan antargnup Bentuknya,
stmber dana yang diperoleh dan suatu perusahaan
teneniu dipakal wntuk membiayar  perusahaan
iy dafam grop yang sama

¢ Teibentuknya kongtomerasi usehu Menggelatvea
pensbangunan exononn hun 198000 memang
telih mendarong munculnya  grup-grup  usaha
skala Desar dan bergerak dalem bidang-bidang
yang komprchensit, mutal dun lini bisnis perrye-
dizen dana sampal perusahaan pengguia dana.
Iraplikast selanpinva adalah tetbentukmya penya-
lwan dana oieh bark  kepada  perusahaan-
perusahaan dadam satu gnap usaha, sehimgoa
kebjakan pembarian kredit wh lagi memper-
hatkan kelaya:an Hal initah yag pada gilirannya

memuncutkan berbagar perivinpangan di per-
bankan

Ada duy alasan utama yang menyebakan
pelaksmaan GCG di kalangan perusahaan tercatat
masth amat maninal. Pedama, meyoritas perusshaan
yang tercatat di PT BE] menpakan perusabaan mulik
keluargr Sangat mudah dipahami, keluarga yang
melalurkan perusahaan akan enggun berbagn dengan
pemodid lainaya, terstama doogae pemodal publik
walau pun keluarpga iersebut sudah memnperoleh dana
diann pemodal Dismi memang palu wakw unuk
menyadarkan pihak-pithak tersebut untuk memakiami
artl dan tanggung jawab kepada pamodal publik lain,
dan para stakeholder lannya. Alasan kedua yang
sangat mendasar, praktek-praktel.  ketidakjujuran
dalam mengelola perusahaan sudsh  berlangsung
cukup lama, sehingoa tidaklah mudah untik meng-
hilangkarmya.

Lebih lamut berdasarkar infonrasi BEJ, kepa-
thhan perusahaan teratat dalam memniki komisans
independen dan komite audit hampir 100%6. Berdasar-
kan data tersebut, dapat dikatakan, hal 1tu merupakan
capalan yang signifikan, Di somping i capaian
tersebut telah diwujudkan tanpa ada ancaman penge-
mnaan sankst Sejak talum 2003, perusabaan publik
dnwagibkan untuk menyerahkan laporan ahunan lebih
awal yakan dan 120 han menjadi 90 han.

Pendekatan Holistik

Sedikitnva terdapat dua Fakior vang menyebab-
kari pennasaldhan corporate governance di Indonesia
lebih sertus dibandingkan dengan Negara-negara lain
di Asta Tunwr (YPPM12003). Pertama, mekamsme
penaendalian peruszhaan Indonesia masth termasuk

{Iniversiay Kristen Petra
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yang paling lemah. Pusar masgh didominas: oleh
sejumlah kecil konglemerat yang memulikl poienst
Jengan rezim kekuasaan. Baik untuk BUMN manpun
nerusahaan-perusahaan yang memitikl koneksi polink
yeng kuat, pengembangan stratept  dan  posisi
kompetint ndak didasakan pada efisiens: den kinenja
Jinancial, tetapr berdasadean janngan hubungan
personal dengan stnuktyr kekuasaan, Kedua, kenupsi
di Indonesia tergolonn sangat ekut Konpa i
tembaga-lembaga pemenimabian dan i lembaga-
lembaga peradilan membuat penegakan hukum yang
tekat dengan peruszhaan dan perbankan ryans
belum rampek, Belakangan mulai ada tiuk terang

Permasalahan selanjutnya adalah apakah unple-
mentast GCG tanpa adanya good governnce (GG
sektor publik akan mendatangkar, hasil yang maksi-
mal? Kenyataannya, implementast GG masih
tertinggal dan dapatkah pengalaman implementasi
GCG memberikan kontribust strategic bagt GG7.
Bagaimana pun juga, kontribusi terkecll GCG telah
nampak dalain  membuat  perusahaan-perusahaan
multinasional, yang secara konsisten menerapkan
GCG mendukung kearah hubungann mternad  dan
eksteral yang laiicar :

Kedua, upaya uniuk memberdayakan para
pernangku kepentingan masth tertinggel di balakang,
Inu terhihat myata bila kita berpartisipast dalam RUPS
perusahaan publik. Pemepang saham publik sermg-
kal karang dumtungkan oleh lemahnya kemampuan
urhuk memproses nfommast dan minmnya pema-
harnan mengenal instumen hukum yang benar, Di
Korea Selatan, terdapat kelompok-kelompok penckan
yang berundak sebapar sarana chect and balance atau
pengendalian sostal terhadap manajemen perusalvan
publik,

Hmgga saat ru telah ada musiatif dari Asosias
Dana Pensiun (ADP), Dewan Asuranst Indonesia
(DAD, Indonesian Mutval  Funds  Association,
Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia dan
organisasi-creanisast serupa lainnya dengan mem-
bentuk organusasi  advokasi dan  perlindungan
investor, yang dinamakan dengan Lembaga Advo-
kasi, Proxy, dan Proteksi Investor (LAPPI).

Beberapa Negara di kawasan Asia mempeiihat-
kan adanya tren untk menekankan pentingnya
penguatan potenst pasar dan konvergensi dengan
berbagal standar intemasional, wntuk iy, Indonesia
dapat belajar dari Negara-negara lain.

Namun, melihat pada kondist saat ini, mple-
mentasi GCG tidak akan menjadi maksimal tanpa
adanya upaya yang sama dan sektor publik. Karena
bila kita mencermati kritenia raring lembaua-lembaga
intemasional seperti CLSA, S&P, Worldbank, dan
ADB, terlihat bahwa faktor ekstemal mendapatkan

porst 60% dalam pentlalan dibandingkan  faktor
mternal yang harya 40Pc Hal iri menunjukkan
hahwes  sebagus-bagusnya perusahuan kita dalam
prakik  govemance-tyy, sulit utik mendapatkan
scoring sebaik peruschaan yang memiliki prakuk
govemance yang sama di Negara lan yang telah
mererapkan public governance yana lebih bak.
Peformasi gove! governance yang sedang ba-
jala i perlu digebhen pada upeya untuk mengubah
pendekatan kepaidhzu {compliance) kepada kesesuar-
an (conformance) dengan prabuk-prokuk teban
kelas "uma sebagay wuyud kesadvan akun artr penting
xengelolaan perusahaan secara profesionad, beratika
dan bertanggung jawab. Dalam hal baiiwa reformasi
cood governance dan dmekst senpatlah mendasar,
Bahkan dapat dkatskan bahwa reformasi good
governance belum dapat dikatakan berhasit bila
dalam  kenyataamya dewan komsans  belum
menjalankan fungul pengawasan secara efekaf, dan
direksi belirn menyadari aru penting  kepatuhan
kepada standar disclosure, daouang, auditng, dans
penerapan sisten nengendalian intemal dan mana-

Jemen resiko secara efekaf

Prasyarat pentng dalam implementasi GCG

adalah pemetaan keadaan saat i Bank Duma
weleha poficy  recommendarion of ROSC  telah
melakukan pemetaan Dertkut i edalah beberapa
rekomendast utama Bank Dunia:
| Pemegang saharn mmnontas hanis diberikan hak
woring dalam proses nommunast anggota dewan
komisaris dm diveksy, misalnya dengan memben-
han hak-hak kepada pemegang saham minoritas
tanpa harus mefanggar ketentuan one share one
vore, '
Perusahaan-perusatinan publk  disarankan untuk
memiliki komite nominasi dzn remunasi. Reko-
mendasi ini diawr melalut pedoman pembenlukan
komite nominasi dan remunasi. Hal ini harus
didukung oleh Bapepam dan BEJ dengan menge-
luarkan peratrail yang ‘mewajibkan perusahadn
publik memiliki komite norminast dan remunasi,

Irekomendasikan untuk mengadopst standar

internasional dalam pelaporan keuangan. Pemya-

taan standar akuntansi kevangan yang ada saat i

sudah  hamper  sejalan  dengan

accounting standard (IAS).

4 Langkah-langkah untuk dar melindungi kepen-
tingan pemevany ssham minontas.

3. Memperkuat pengawasan pasar oieh Bapepam
can BEJ. Pangembangan pengawasan pasar dapat
dilakukan melalwi pengembangan sumber daya
manusia dan teknelogl informasi. Bapepam dan
BE] harus mengintegrasikan sistem-sistem penga-

(2%

wa

international
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wasan mereka, vang didukung dengan swnbe
daya manasia yang profesional.

6 Mengkonfimmas: langgung jawab hukum  para
akwran Disarankan ogar rancangan wndang-
wdang sk publih mempakuat wpgung
jawab hukum para akuntan, khususiya yang
terkan dengan pihak ketipa dan unsk mennng
bkttt ok werbadap para abontn
sebirurya terdapat frasd saapun kelalaian nyata

Vo Memperpendok jangka wakto penyerahan leporan
tehunan, Dan semula 120 han, dan sejak tahun
2003 telah dikurangt meyadi 90 hart

8 Mengklanfkas) hak-hak dan akantabiltas komi-
sarts independen. Dalam undang perseroan -
batas, peran komisaus independen dt setarakan
dengan peran komisans,

9. Merumuskan lebih jauh pedoman mengena:
independensit para komusans mdependent Tial yu
terkait dengan uraan tentang peran, kewajpban,
dan akuntabilitas komisans independent

10, Agar terdapat rumusan yang jelas mengenat
transak si-transaksi yang memiliki benturan kepen-
tingan bag paa direkst. Situast bentiran kepen-
tingan harus diahur dalam pedoman pexilakat {(code
of conduct) perusahaan

KESIMPULAN

_ Goed corparaie governance {GCG) merupakan
sistemn yang mengatur dan mengendalikan perusaiaan
guna menciptakan nilal tambah (vefie added) untuk
semua stakeholder. Konsep i menckankan pada
dua hal yakny, patama, pentingnya hak pemegang
saham untuk memperoteh informasi dengan benar
dun tepat pada waktunya dan, kedua, kewajtban peru-
schaan untuk melakukan pengungkapan {disclosure)
sceara akurat, tepat waktu, ransparan tethadap semua
mformasy kinerja  perusahaan, kepemibikan, dan
stakeholder,

Terdapat empat komponen utama yang diperin-
kan dalam konsep Good Corporate Goveraance,
yaitu fairmess, transparency, accountability, dan
responsibilify. Keempat komponen tersebut penang
karena penerapan prisip Good Corporate Gover-
nemee secara konsisten terbukt dapat menimgkatkan
kuaiias laporan keuangan dan juga dapat menjadi
penghambat akinitas rekayasa kinerja vang meng-
akibatkan laporan keuangan tidak mernggambarkan
nilan fundamental perusahaan

Dan berbagar hasil peneliian lemibaga inde-
peiden memunjukkan bahwa pelaksanan Corporate
Govemance di Indonesta masih sangat rendah, hal ini
tenitarna  disebabkan oleh  kenyatzan bahwa
perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuh-

nya memiiki Corporare Culiure sebagar inti dan
Comporate Governance. Pemahaiman tersebut mem-
bika wawasan bahwa korporat kita belum dikelola
secara banar, ata denpan kata lan, korporat kita
behun menyalankan governanst,
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GOOD CORPORATE GOYERNANCE
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1. Pendahuluan e

MNP

Dewasa ini, sejak adanya gerakan reformasi tahun 1998, mun'cﬁ]‘ banygd_(
tekanan dari publik yang menghendaki agar Pemerintah maupun swastgp‘r:dapat

menghapuskan praktek-praktek korupsi, kolust dan nepotisme, yang secara politis lebih
dikenal dengan istilah KKN. Selanjutnya diharapkan akan mampu menge

mereka secara terbuka, adil, dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksana i ana

penuh tanggung jawab. Untuk mewujudkan harapan tersebut. diperfukan px t bah
sikap secara bersama-sama dan berperilaku sesuai dengan harapﬂn itu,, aga dapat

bangkit kembali dari kemelut krisis, siap bersaing menghadapi era OIObahsa51 d'm_dapat

meningkatkan kesejahteraan bersama.

' e
‘Sikap baik, jujur, terbuka dan bertanggung jawab sebenarnya telah. i! q'aﬂam

budaya masyarakat bangsa Indonesia, namun beberapa dekade terakhir ;g}y‘budaya
tersebut telah luntur dan yang muncul adalah perilaku yang tidak mencermlf_', 0s)
dan perilaku tersebut. Oleh karena itu, sikap dan perilaku yang baik terscbut perlu
ditanamkan kembali dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dalgm dunia
bisnis, sikap dan perilaku yang baik tersebut dapat direalisgsikan “melalui
implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang nenjadi - iandasan

pengelolaan usaha vang sehat. agar harapan para stakeholders dapat dxpenuhl sgeara
keseluruhan.

(TN TR

Di Indonesia, upaya untuk mengimplementasikan GCG sebagai  kebiasaan
<ehidupan suatu organisasi beserta para individu yang bekerja di dalamnya, belum
ertata dan didokumentasikan secara sistematis serta belum berdasarkan. lntem uonal
3est Practice yang ada. Belum diterapkannya GCG di Indonesia merupakan salah satu
xnyebab terjadinya krisis ekonomt dan yang membuat krisis ekonomi it hing:,a kini
relum juga berakhir (Tjager, 2001). Hingga pertengahan tahun 1997 di kawasan Asia,
ermasuk Indonesia, telah menjadi pemicu muncuinya wacana GCG. Ditemukannya

rahwa salah satu akar permasalahan terjadinya krisis tersebut adalah lemahn){&,tata
elola perusahaan (Corporate Governance) di Indonesia, di samping lemahnya tata
elola publik (Public Guvernance). Terkait dengan permasalahan ini, maka kesepakatan
ntara Pemerintah dengan IMF tentang reformasi ekonomi dalam rangka pemulihan

risis memasukkan perbaikan Corporate Governance dalam salah satu agendanya
Hardjapamekas, 2001).

E -~ [ L
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2. Corporate Governance

Di antara beberapa sumber atau penulis yang memberikan pengertian tentang
Corporate Governance, antara lain:

The Cadbury Committee dalam ACCA (1996), mendefinisikan Corporate Governance
sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya
dijelaskan bahwa ternyata terdapat perbedaan dalam cara menmmplementasd\an GCG
antara berbagai Negara seperti di UK, di USA, dan di Jerman.

Hardjapamekas (2001), mengemukakan bahwa Corporate Governance merupakan
sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, menetapkan hak dan
tanggung jawab di antara berbagai pihak yang berperan serta di dalam perusahaan,
seperti Pengawas, Pengurus, Pemegang Saham dan pthak-pihak lainnya yang
berkepentingan (Stakeholders), serta merupakan struktur untuk menetapkan sasaran,
cara mencapai sasaran, serta memantau kinerja perusahaan. Dengan demikian,
Corporate Governance pada dasarnya adalah sistem dan struktur untuk memanajemeni
perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesta atau disingkat dengan FCGI (tanpa tahun
penerbitan), mendefimisikan Corporate Govemance sebagai seperangkat peraturan
vang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pthak kreditur,
Pemerintah, karyawan serta para pemegang Kepentingan intern dan ekstern lainnya
sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah
untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pthak pemegang kepentingan.

Dalam uraian sebelum perumusan definisi tersebut tersirat pertimbangan yang
digunakan untuk merumuskan definisi itu, vaitu:

1) Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengendalian perusahaan
makin dipisahkan dari kepemilikan. Pemisihan ini dapat menimbulkan
kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dalam perusahaan serta
keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya
antara pemegang saham dengan pengurus dan antara pemegang saham
pengendalt dengan pemegang saham minoritas.

2) Perusahaan-perusahaan makin bergantung pada modal elsstern (modal ekuiti
dan atau pinjaman) untuk pembiayaan kzgiatan-kegiatan mereka, investasi
dan pertumbuhan. Oleh karena itu demt kepentingan merska, maka
perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana ekstern bahwa
dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin, dan

(@Y
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memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan:
perusahaan. Kepastian seperti diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan §

~ (Corporate Governance). Sistem Corporate Governance yang sehat harus
memberi perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan: pihak:
kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali -

" investasinya dengan wajar. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga-:
membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan
sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. -

- Kartana (2001), memberikan pengertian Corporate Governance sebagai proses
an struktur yang digunzkan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-
usan Perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas
>rusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka
anjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Selanjutnya
katakan, bahwa Corporate Governance mengelola aspek-aspek yang terkait dengan:

1 Keseimbangan hubungan antara organ-organ Perusahaan, yaitu RUPS,
Komisaris, dan Direksi, yang mencakup hal-hal yvang berkaitan dengan struktur
kelembagaan dan mekanisme operasional ke tiga organ Perusahaan tersebut
(keseimbangan internal).

2) Pemenuhan tanggung jawab Perusahaan sebagai entitas bisnis - dalam
masyarakat kepada seluruh stakeholders, yang mencakup hal-hal yang terkait
dengan pengaturan hubungan antara Perusahaan dengan seluruh stakeholders
(keseimbangan eksternal).

Selanjutnya Kartana (2001), memberikan tinjauan [ebih rinct tentang
zrusahan dalam konteks Corporate Governance,yaitu:

Perusahaan.
Pada dasamya Perusahaan adalah lembaga ekonomi vang didirikan oleh penu ik
untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kajian ini vang dimaksud Perusahaan

dibatasi pada lembaga. ekonomi yang berbentuk Perusahaan Perseroan yang
didirtkan oleh Pemegang Saham dengan tujuan memupuk keuntungan,
menyediakan barang dan atau jasa yang hermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik
di pasar dalam negeri maupun internasional. ‘

Kepentingan Pemegang Saham
Salah satu kepentingan pokok Pemegang Saham adalah bahwa perusahaan -

didirtkan untuk memupuk keuntungan (profit motive) sehingga harus dapat

meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan para pemegang saham.
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3) Kepentingan Stakeholders
Stakeholders mencakup semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam
kemakmuran perusahaan tersebut, tidak terbatas hanya pada pemegang saham
tetapi termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, distributor, pesaing, Pemerintah
serta masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan

perusahaan dan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan operasional
perusahaan.

4) Organ Perusahaan
Ada beberapa organ perusahaan, yaitu:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS merupakan organ yang mempunyai kKekuasaan tertinggi dalam struktur
kepengurusan perusahaan. RUPS mempunvai segala wewenang yang tidak
diberikan  kepada Direksi atau Komisaris, seperti melakukan pengambilan
keputusan tentang pengubahan Anggaran Dasar Perusahaan, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perseroan. Wewenang
tersebut pada dasarmya hanya dibatasi oleh UU PT dan oleh Anggaran Dasar
Perusahaan.

Komisarts.

Komisaris dibentuk sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan
nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

Direksi. 7

Direksi merupakan organ Perseroan vang menjalankan tugas melaksanakan
pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili
Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagal amanat dari pemegang
saham yang ditetapkan dalam RUPS. Sebagai pemegang amanat dari pemegang
saham, Direksi harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan.

e

5) Organ Pendukung
Organ-organ dan mekanisme Pendukung Corporate Govemance, vaitu:
(_ Satuan Pengawasan lntern. |
Setiap Perusahaan wajib mempunyai Satuan Pengawasan Intern (SPI) vang

merupakan aparat pengawasan intern perusahaan yang bertanggung jawab kepada
Direksi.

R
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. Komite Audit (Audit Committee).

“Komite Audit dapat dibentuk oleh Komisaris dan bertanggung jawab kepada
Komisaris dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja,
Perseroan dituntut untuk dapat mengelola kegiatan usahanya dengan hemat,

berdayaguna, berhasilguna dan dengan mentaati peraturan perundangan-undangan

yang berlaku dengan mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang
kompoien dan independen.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). |

Setiap Perseroan Terbuka harus mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dan
melaporkan pengangkatan tersebut kepada Bapepam. Sekretaris Perusahaan adatah
Pejabat Perusahaan Tercatat vang melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan
(Corporate Secretary). Sekretaris Perusahaan dapat diangkat dari anggota Direksi

Perusahaan yang bersangkutan. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan wajib
diumumkan dalam RUPS.

Komtite Corporate Governance:
Komite Corporate Governance diusulkan untuk dapat dibentuk oleh Komisaris dan
bertanggung jawab kepada Komisaris untuk mengkaji Good Corporate Governance

Practices di Perusahaan dan wmenjamin  bahwa praktek-praktek tersebut
dilaksanakan secara efektif.

Komite Remunerasi.

Komite Remunerast diusulkan untuk dapat dibentuk guna mengkaji penerapan

sistern insentif dan remunerasi yang terbaik bagi Direksi, Komisaris dan Karyawan
Perusahaan.

3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan sistem dan  struktur  untuk

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan baik, vang akan dicerminkan

terselenggaranya Corporate Governance vang memperhatikan prinsip-prinstp utama,
yaitu:

1) Transparansi (transparency).
2) Akuntabilitas (accountability).
3) Keadilan (faimess).

4) Responsibilitas (responsibility).

68
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Sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip utama Corporate Governance, Kartana

2001) menyitir OECD tentang penyusunan prinsip-prinsip Corporate Governance yang
ikelompokkan ke dalam kategori:

1) Hak-hak Pemegang Saham.

2) Perlakuan yang adil bagt seluruh Pemegang Saham.

3) Peranan stakeholders dalam Corporate Governance,

4) Pengungkapan (Disclosure) dan Transparansi (Transperancy).
S} Tanggung jawab Direksi dan Komisaris. '

. Implementasi Beserta Implikasinya

Apakah perusahaan telah mengimplementasikan konsep Corporate Governance
lengan baik (Good Corporate Governance) atau tidak, mmaka dapat dievaluasi sejauh

nana perusahaan tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip Corporate Governance
lengan baik, yang meliputi:

[) Hak-hak Pemegang Saham.

2) Perlakuan yang adil bagi seluruh Pemegang Saham.
3) Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance.
4) Pengungkapan dan Transparansi.

5) Tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

'enjelasan lebih lanjut atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Govermnance
2rsebut di atas adaiah:

lak-hak Pemegang Saham.

ehubungan dengan hak-hak pemegang saham, yang meliputi penda&aran kepemilikan
engan cara yang aman, penyerahan atau pengalihan saham, informasi tentang

erusahaan yang relevan secara berkala, partisipasi pada pelaksanaan RUPS, pemilihan

1ggota Direksi, serta mendapatkan bagian dari laba perusahaan dan hak lainnya seperti
ak partisipasi aktif pada RUPS.

erlakuan Yang Adil Bagi Seluruh Pemegang Sahamn.

orporate Governance harus menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh Pemegang
iham tanpa terkecuali serta memberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan
ympensasi yang efektif atau kerugian akibat pelanggaran hak-hak mereka.

2ran Stakeholders dalam Corporate Governarce.

ak-hak Stakeholders vang harus diakul sebagaimana yang telah ditetapkan
rrdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendorong kerjasama
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aktif antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kemakmuran pekerjaan
dan kesinambungan kesehatan perusahaan.

Pengungkapan dan Transparansi.

Menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat yang diterapkan pada
seluruh materi penting, yang menyangkut perusahaan, termasuk kondisi keuangan,
kinerja, kepemilikan, dan pengaturan perusahaan.

Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.
Menjamin adanya pengarahan strategis perusahaan, pemantauan manajemen secara
efektif dan akuntabilitas Direksi dan Komisaris kepada pemegang saham.

Sebagai bahan pembanding, berikut int disajikan Prinsip-Prinsip Internasional
mengenai Corporate Governance yang dikutib oleh FCGI (tanpa tahun penerbitan),
sebagai berikut:

a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan
tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam
pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas
perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

b. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama terhadap pemegang
saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informast yang
penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham
oleh orang dalam.

c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan
kerjasama yang aktif antar perusahaan serta pemegang kepeatingan dalam
menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek
keuangan. : ‘

d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenal
semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan kepemilikan, serta para
pemegang kepentingan. : o

e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta
pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Pemerintah memegang peranan penting yang mendukung dengan menerbitkan
dan memberlakukan pengaturan yang memadai, misalnya tentang pendaftaran
perusahaan, pengungkapan data keuangan perusahaan serta peraturan-peraturan tentang
tanggung jawab Komisaris dan Direksi. Namun, perusahaan memegang tanggung jawab
utama untuk melaksanakan sistems Corporate Govemance vang baik di dalam
perusahaan. Perusahaan harus menyadari bahwa sistein Corporate Governance yang
baik sangat berarti bagi kepentingan-kepentingan pemegang sahamnya, penyandang
dana serta karvawannya, dan dengan begitu juga bagi perusahaan itu sendiri.

70



Majalal Ekonomi Tahun X1 No. I, April 2001

Perusahaan-perusahaan harus mengantisipasi pemberiakuan yang lebih tegas dari
peraturan  perundangan-undangan yang ada, adanva pemberlakuan peraturan
perundangan-undangan yang baru, serta pengawasan masyarakat yang makin tajam
terhadap tindakan perusahaan-perusahaan.

5. Keberadaan Corporate Governance di Indonesia.

Beberapa sumber memberikan informasi tentang keberadaan Corporate
Governance di Indonesia, antara lain:

Suatu suevey tahun 1999 oleh Pricewaterhouse Coopers terhadap investor-investor
internasional di Asia, yang dikutib FCGI (tanpa tahun penerbitan), menunjukkan bahwa
Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar
akuntansi dan penaatan, pertanggung jawaban kepada para pemegang saham, standar-
standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan. Suatu kajian
fain menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang
terendah di Asia Tenggara.

Di Indonesia, kepemilikan perusahaan yang terdaftar di bursa saham sangat terpusat,
dan prosentase manajer yang termasuk dalam grup pengendali juga sangat tinggi. Akan
tetapi, ekonomi dan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat terhindar makin
membaur dengan ekonomi dunia untuk pembiayaan pinjaman dan permodalan serta
pembelian dan penjualan produk-produknya, perbatian terhadap standar-standar
Corporate Governance yang disepakati di tingkat intermasional merupakan keharusan
bagi Indonesia.

Fartisipasi dan Perlindungan para Pemegang Saham.

Dewan-dewan Komisaris pada umumnya tidak efektif dalam menjaga kepentingan-
kepentingan para pemegang szham, oleh karena pemegang saham yang kebanyakan
memiliki  hubungan keluarga mempunyai posisi yang dominan. Mekanisme
pengendalian, seperti mewakili kepentingan pihak ke tiga melalui Komisaris
independen serta Komite independen untuk Penggajian dan Nominasi serta Komite
Audit belum ada. Transparansi masih sangat kurang karena praktek-praktek
pengungkapan, standar-standar akuntansi serta pelaksanaannya masih belum memadai.

Pemantauan dan Perlindungan Kreditur.

Pertama, posisi dan peranan kreditur dalam pengelolaan perusahaan masih lemah, oleh
karena pengurusan batk para kreditur maupun Bank-Bank itu sendiri masih sangat
kurang. Pengendalian intemm yang lemah serta kerangka-kerangka pengaturan yang
kurang memadai bagi Bank serta lembaga-lembaga keuangan non-Bank serta
manajemen risiko intern Bank yang tampaknya belum dikembangkan menjelaskan hal
tersebut. Ke dua, pengamatan pasar masih kurang oleh karena pthak kreditur dan
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pesaing sering merupakan bagian dari konglomerat-konglomerat yang dimiliki oleh
keluarga yang sama yang juga ikut memiliki perusahaan-perusahaan peminjam. Ke tiga,
perlindungan hukum bagi kreditur masth lemah akibat sistem peradilan yang belum
baik di Indonesia. Lagi pula, undang-undang kepailitan dan prosedur-prosedurmnya pada
umumnya tidak aktif di Indonesia, baik dalam melindungi pihak kreditur maupun dalam
menjatuhkan sanksi techadap pihak peminjam.

Pasar untuk Pengendalian Perusahaan serta Perlindungan Pasar Produk.

Pasar untuk pengendalian perusahaan kebanyakan tidak aktif. Kesulitan-kesulitan yang
dialami dengan hostile takeover yang makin marak mencerminkan pemusatan
kepemilikan di dalam perusahaan-perusahaan. Tingginya pemusatan kepemilikan
perusahaan lebih lanjut akan menghambat mekanisme pasar terhadap pasar untuk
pengendalian perusahaan dan pasar barang.

Pasar Modal serta Keuangan Perusahaan.

Akibat tahap pembangunan pasar modal di Indonesia masih dini, pasar modal
didominasi oleh keuangan ekstern, terutama pinjaman-pinjaman Bank. Peraturan
pembatasan serta prosedur hukum yang tidak efektif telah membatasi peranan obligasi
perusahaan serta pembiavaan perusahaan. Perusahaan-perusahaan telah melakukan
pinjaman luar negeri vang sangat luas oleh karena suku bunga luar neger:
diliberalisasikan sedangkan suku bunga dalam negeri diatur.

Daniri (2001), juga mengungkapkan beberapa hal tentang implementasi GCG
di Indonesia sebagai berikut:

Hambatan Penerapan GCG:
1) Konsentrasi kepemilikan yang tinggi: Perusahaan Keiuarga, Transaksi benturan
Kepentingan. :
2) Pengawasan Dewan Komisaris vang kurang efektif: Terafiliasi, Kurang
Mampu.
3) Pemegang Saham yang pasif: RUPS dan pengawasan kurang efektif.

Mengapa GCG Penting?
1) Melancarkan akses terhadap pendanaan.
2) Perlindungan Direksi/Manajemen terhadap gugatan hukum.
3) Meningkatkan efisiensi di dalam pengambilan keputusan.
4) Meningkatkan kepercayaan publik.
3} Mengurangi KKN: peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

GCG di BES.
1) Konusaris Independen berasal dari wakil regulator dan profesi.
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2} Komite Audit dan Remunerasi.

3) Pelaksanaan Golden Parachute. :
4) Sistem Remunerasi Direksi dan Komisaris yang terbuka.
5) Direksi tidak diperkenankan bermain saham,

Implementasi GCG Emiten di BEJ. ‘
1) BEJ merupakan pioneer dalam memperkenalkan konsep GCG.
2) BEJ memiliki akses langsung terhadap perusahaan tercatat:

a. Perusahaan tercatat wajib menerapkan GCG.

b. Makin banyak perusahaan tercatat yang menerapkan GCG, makin
tinggt tingkat kepercayaan investor (lokal dan asing) terhadap pasar
modal. '

3) Hal ini akan merupakan Rating dan Self-Assessment.

Implementasi GCG melalui Peraturan Bursa.
1) Kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris
Perusahaan.
2) Kewajiban menyampaikan inforasi Perusahaan (Keterbukaan).
3) Standar Laporan Keuangan per Sektoral.

Akuntabilitas dan Fairness.

Hal ini dilustrasikan dengan peristiwa sbb: Perusahaan A membeli piutang dari
perusahaan B yvang merupakan anak perusahaan A, sehingga perusahaan B mempunyai
kondisi aliran kas vang lebih sehat, sementara itu secara akuntansi asset perusahaan A
meningkat. Pada thun 1998, semua piutang tersebut oleh perusahaan A dinyatakan
"sebagal piutang macet dan dibentuk cadangan piutang macet, Kasus ini
mengindikasikan telah terjadi penyalahgunaan hubungan affiliasi. - Sebagai
konsekuensinya perusahaan A akan menghadapi kesulitan aliran kas, kinerja keuangan

menjadi buruk, tidak mampu membayar dividen, dan kelangsungan hidup perusahaan
temcam. :

Hasil survey Mc Kinsey & Co. bulan Juni tahun 2.000 terhadap 250 investor
global, yang dikutib Tjager (2001), menunjukkan bahwa [ndonesia dan Vietnam
adalah negara yang menduduki perin:kat paling rendah dalam menerapkan Good
Corporate Governance dibandingkan dengan negara-negara Asia Lainnya. Survey itu
juga menunjukkan bahwa Singapura, Hongkong dan Jepang sebagal negara-negara
yang paling baik dalam menerapkan Good Corporate Governance, Hasil survey
tersebaut dapat dipahami, karena di Indonesia pada umumnya perusahaan-perusahaan
merupakan perusahaan keluarga dengan manajemen tertutup, sehingga beralasan bahwa
penerapan GCG tidak dapat terrealisir seperti yang diharapkan. Sehingga tidak
mengherankan bahwa - "keajaiban” ekonomi di Asia Tenggara vyang terjadi
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sesungguhnya merupakan cerminan dari investasi yang berlebihan, non-produktif serta
spekulatif.

Survey pada sektor pasar modal yang dilakukan oleh: Pricewaterhouse Coopers
pada bulan Januari 2001 berkaitan dengan Opacity index pada 35 negara di Dunia, yang
juga dikutib oleh Tjager (2001). Dalam hal ini Opacity merupakan suatu tolok ukur
mengenai tidak terdapatnya praktek-praktek yang jelas, akurat, mudah dipahami dan
memenuhi standar di bidang pasar modal yang berlaku secara Internasional. Bila makin
kecil Opacity index suatu negara berarti makin jelas, akurat dan mudah dipahaminya
praktek-praktek yang diterapkan oleh suatu negara serta praktek-praktek tersebut telah
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional. Hasil survey ini
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki Opacity Index terbesar, dan Singapura, USA,
United Kingdom memiliki Opacity Index paling kecil. Survey ini juga berkaitan dengan
penerapan Good Corporate Governance dan Good Governance.

6. Masa Depan GCG di Indonesia.

Memperhatikan pentingnya peran GCG untuk mendorong perusahaan
melakukan kegiatan usaha yang sehat dalam segala sektor kegiatan usaha dan perannya
untuk memulihkan kembali dari situasi krisis menjadi suatu situasi yang sehat, maka
sudah pantas menjadi pertanyaan berbagai-pthak "bagaimana GCG dapat diterapkan
sebagaimana seharusnya bagi kehidupan bisnis di Indonesia"?

FCGI (tanpa tahun penerbitan), berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di
Indonesia mempunyai tanggung jawab terutama untuk memperhatikan standar-standar
Corporate Governance yang telah disepakati di tingkat Intermasional. Bukan saja
perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek atau perusahaan-perusahaan
besar yang mempunyal tanggung jawab tersebut. Setiap perusahaan di Indonesia harus
menyadari betapa pentingnya suatu sistem Corporate Governance vang baik bagi
kepentingan-kepentingan para pemegang sahamnya, para penyandang dana,
karyawannya, dan pada akhimya bagi perusahaan ity sendiri. Sama seperti di negara-
negara lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mengantisipasi pemberlakuan
peraturan perundang-undangan yang telah ada yang lebih tegas, pemberlakuan
peraturan perundang-undanagn yang baru, serta pengawasan dari masyarakat yang
makin tajam terhadap tindakan perusahaan-perusahaan tersebut.

Hardjapamekas (2001), menyatakan bahwa untuk memperbaiki kerangka dan
praktek Corporate Governance, yang juga merupakan tuntutan lembaga-lembaga donor
yang membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis, terdapat sejumlah prakarsa
baik dari Pemerintah maupun dukungan dari sektor swasta, yang mencakup antara lain:
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1) Pengembangan strategi nasional untuk mereformasi Corporate Governance, -

termasuk pembentukan Komite Nasional tentang Kebijakan Good Corporate
Governance.

2) Melakukan pendidikan publik tentang Corporate Governance.

3) Melakukan reformasi peraturan di bidang Pasar Modal.

4) Mengadakan proyek percontohan untuk menerapkan prinsip-prinsip Corporate
Governance di sektor swasta maupun BUMIN.

5) Munculnya berbagai prakarsa dari kalangan non-Pemerintah untuk mendukung
pelaksanaan Good Corporate Governance, seperti The Indonesian Institute for
Corporate Govemnance in Indonesia (IICG) dan Forum on Corporate
Governance in Indonesia (FCGI).

Dalam mengembangkan strategi nasional untuk mereformasi Corporate
Govemance, Pemerintah telah memprakarsai pembentukan Komite Nasional Mengenai
Kebijakan Corporate Governance, yang bertanggung jawab untuk memberikan
rekomendasi tentang kerangka nasional dalam rangl-a mcngxmplcmcntaslkan Corporate
Govermnance, yang mencakup:

1) Kodifikasi prinsip-prinsip Corporate Governance, yang baru-baru ini telah
" menerbitkan edisi ke dua Pedoman Good Corporate Governance.
2) Memprakarsai reformasi peraturan yang mendukung implementasi pedoman
tersebut.
3) Mengembangkan kerangka ke]embagaa.n untuk penerapan pedoman tersebUt.
Mengingat Corporate Governance menipan konsep vang relatif baru dikenal di
'[ndonesm, terdapat kebutuhan untuk mengetahui 'dan memahami konsep tersebut.
Berbagai prakarsa untuk memperkenalkan konsep ini dan mendidik masyarakat
mengenai Corporate Govemnance telah dilakukan oleh Pemerintah, organisasi profesi,
serta asosiasi industri yang berkepentingan dengan masa[ah ini melalm berbagai
seminar, lokakarya, dan pelatihan. S

Reformasi peraturan unwk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
perusahaan melalui. pengungkapan informasi kelompok persercan tertentu telah
diprakarsai oleh Pemerintah. PP No. 24 Tahun 1998 yang telah diubah dengan PP No.
64 Tahun 1999 mewajibkan Perseroan Terbatas -untuk menyampaikan Laporan
Keuangan Tahunan Perusahaan vang telah diaudit kepada Direktorat Pendaftaran
Perusahaan Departemen Perindustrian, bila memenuhi salah satu dan kriteria berikut:

[} Merupaka Perseroan Terbuka.

2) Bidang Usaha berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat.
3) Mengeluarkan surat pengakuan utang.

4) Memiliki aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 23 Milyar.
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$5) Perserodn yang merupakan kreditur Bank yang mensyaratkan kewajiban
mengaudit laporan keuangan tahunannya.

Di bidang Pasar Modal beserta lembaga penunjangnya, telah pula dilakukan
sejumlah perubahan peraturan dan standar. Misalnya, Bapepam telah mengubah
peraturan yang berkenaan dengan:
1) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. "

2) Transaksi yang material dan perubahan bidang usaha pokok perseroan,

3) Penggabungan dan konsolidasi perusahaan terbuka.

4) Pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang menawarkan efek yang bersifat
ekuitas kepada masyarakat dan perusahaan publik.

5} Pengungkapan informasi tertentu yang harus segera diumumkan kepada publik.

Bursa Efek Jakarta juga telah mengeluarkan perubahan peraturan tentang
ketentuan umum pencatatan efck yang bersifat ekuitas di bursa, yang menambahkan
persvaratan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate
Govermnance) dengan mewajibkan perusahaan tercatat memilikic

1) ‘Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan
jumiah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan
ketentuan jumlah komisaris Independen sekurang-kurangnya 30 % dan jumlah
seluruh komisaris,

2) Komite Audit yang keanggotaannya sekurang-kurangnya tiga orang, seorang di
antaranya merupakan komisaris independen sekalipus merangkap sebagai
Ketua Komite Audit, dan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang
independen di mana sekurang-kurangnya salah seorang di antaranya memiliki
kemampuan di bidang akuntansi dan audit.

3) Sekretaris perusahaan (Corporate Secretary) sebagaimana dimaksud dalam

peraturan Bapepam dan harus dilaksanakan oleh salah seorang Direktur
Perusahaan Tercatat.

Berkenaan dengan penyempurnaan pengungkapan informasi keuangan, BEJ
bekerjasama dengan Al dan Asosiasi Emiten Indonesia {AED) telah menyusun
pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik di 22
industri berdasarkan peraturan pasar modal, regulasi sektor industri dan PSAK, 1Al
juga telah melakukan upaya-upaya untuk menyesuaikan PSAK dengan Standar
Akuntansi Internastonal, meskipun beberapa kasus yang diatur jarang ditemukan dalam
praktek di Indonesta.

Perusahaan [ndonesia jelas merupakan pihak yang terkena perubahan, dan sifat
perubahan itu pada dasamya merupakan pergeseran kendali perusahaan vang semula
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didominasi oleh pemegang saham pendiri atau pemerintah, kini mereka "dipaksa” oleh
berbagai pedoman, peraturan dan standar untuk berbagi kendali dan pengaruh dalam
pengelolaan perusahaan. Perusahaan juga dibebani dengan tugas-tugas baru, misalnya
dalam pengungkapan informasi perusahaan, dalam melibatkan pemegang saham
independen atau minoritas pada proses pengambilan keputusan strategis, dan dalam
membentuk mekanisme pengendalian yang lebih ketat (mengangkat komisaris
independen dan membentuk Komite Audit). Upaya-upaya tersebut di atas semoga dapat
berjalan lancar dan berhasil, sehingga krisis yang berkelanjutan ini segera berakhir dan
masyarakat dapat merasakan kemakmuran bangsa ini. Amin.
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